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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap negara jika mengacu pendapat Ibnu Khaldun 

merupakan suatu ikatan sosial yang bisa tumbuh karena berbagai 

kesamaan, entah itu karena kesamaan etnis, keluarga, dan yang 

lain (Rolis & Harnadi, 2021). Kesamaan tujuan dalam konteks ini 

dapat dimasukkan menjadi salah satu kesamaan yang melahirkan 

negara. Jika mengacu pada kerangka terbentuknya negara yang 

dikemukakan oleh Thomas Hobes, situasi awal manusia adalah 

serigala  bagi manusia yang lain (homo homini lupus), sehingga 

membuat situasinya selalu saling berperang antar manusia 

(bellum umnium kontra omnes). Kondisi inilah yang menimbulkan 

manusia rindu rasa aman dan damai, dan akhirnya bersepakat 

untuk berdamai dan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga 

(Leviathan) untuk diberi kekuasaan. Kekuasaan ini bersifat 

absolut untuk membuat undang-undang, keputusannya harus 

ditaati dan memberi hukuman bagi para pelanggar peraturan. 

Para warga rela memberikan sebagian hak bebas dan membela 

diri-nya kepada Leviatan (Murtianto, 2022). Pada konteks ini, 

negara sama-sama dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. 



5 
 

Tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 

memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan 

bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Seluruh upaya bernegara pada konteks Indonesia selalu diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan negara ini.  

Demi mencapai tujuan negara, pemerintah sebagai pihak 

yang diberi kewenangan untuk mengatur jalannya kehidupan 

berbangsa dan bermasyarakat, melakukannya dengan 

pembangunan. Pembangunan adalah mekanisme yang ditempuh 

negara untuk mencapai tujuan negara. Bambang Permadi 

Soemantri Brodjonegoro (Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepada Bappenas Kabinet Kerja 2014-2019) menyatakan 

bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis 

dan terencana, baik oleh masing-masing maupun seluruh 

komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan yang lebih 

baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia 

secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan 

akhirnya meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat 

secara berkelanjutan (Kuncoro, 2018).  
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Pembangunan nasional maupun regional pada dasarnya 

adalah upaya untuk menyejahterakan rakyat secara terencana, 

dan sistematis. Pembangunan merupakan mekanisme untuk 

menghilangkan disparitas kesenjangan ekonomi, baik antar 

wilayah, sektor, maupun warga negara. Pembangunan ekonomi 

harus dipahami sebagai pemerataan peluang pendapatan di suatu 

negara (Roemer et al., 2015).  Penelitian menunjukkan adanya 

disparitas Indeks Infrastruktur Fisik antara kota dan kabupaten. 

Hal ini mencerminkan fakta bahwa pembangunan infrastruktur di 

Indonesia lebih fokus pada kota dibandingkan kabupaten, yang 

secara geografis sulit diakses (Wiratama et al., 2023). 

Pembangunan dengan demikian juga harus memperhatikan 

demokratisasi. Proses demokratisasi menjadi hal yang patut 

diperhitungkan dalam pembangunan, sebab dengan demokrasi 

diharapkan dapat meningkatkan redistribusi dan mengurangi 

kesenjangan, dan harapan ini mungkin gagal terwujud ketika 

demokrasi dikuasai oleh kelompok masyarakat yang lebih kaya 

(Acemoglu et al., 2015).  

Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan regional yang 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi 

kemiskinan menjadi penting untuk mendorong pembangunan 

berkelanjutan (Ullah et al., 2024). Perencanaan wilayah yang 

berbasis industri yang dikembangkan untuk transformasi ekonomi 
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sirkular merupakan salah satu terobosan yang patut 

dipertimbangkan (Pang, 2017). Hal ini penting untuk 

pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, dan 

berbasis sumber daya domestik. Perencanaan pembangunan 

regional berbasis perdagangan dengan mempertimbangkan aspek 

ekologi dan ekonomi adalah hal yang sulit (X. Zhang, 2017). 

Perspektif ekologi dan ekonomi tidak hanya harus memenuhi dan 

menekankan tingkat interaksi ekologi dan ekonomi, tetapi juga 

mencapai optimalisasi potensi pengembangan eko-ekonomi dari 

zona perdagangan bebas. 

Sektor pariwisata sebagai sektor penggerak ekonomi baru di 

wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan 

pembangunan. Studi di Irlandia menunjukkan bahwa pemerintah 

Daerah memang mempunyai tanggung jawab untuk 

merencanakan pariwisata secara berkelanjutan, meski demikian 

kemampuan untuk merencanakan pariwisata secara 

berkelanjutan dan melindungi produk pariwisata terus 

dipertanyakan (McLoughlin & Hanrahan, 2019).  

Pembangunan di tingkat lokal dapat juga mengadopsi 

tujuan-tujuan utama dari SDGs. Hal ini menjadi penting sebagai 

kerangka referensi dalam rencana strategis untuk menunjukkan 

kontribusi strategi pemerintah daerah terhadap keprihatinan 

global terhadap pembangunan berkelanjutan (Guarini et al., 2022). 
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Demi memastikan terciptanya kualitas pembangunan 

regional secara sistematis, terencana, dan terintegrasi maka 

perencanaan pembangunan menjadi salah satu hal yang patut 

mendapatkan perhatian serius. Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana induk 

perencanaan daerah dalam jangka waktu panjang (20 tahun) 

merupakan dokumen teknokratis, memuat cita-cita dan harapan-

harapan indah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, 

dan harus disusun secara demokratis. Dokumen RPJPD yang 

disusun secara demokratis bermakna bahwa pembangunan yang 

memuat hajat hidup orang banyak, harus mampu memuat 

keinginan dan kepentingan publik atas mimpi indah 

pembangunan jangka panjangnya.  

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan 

kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai 

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional 

(2004, n.d.). Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana 

dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 
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Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 pada  pasal  5 ayat (1),  

menyebutkan bahwa RPJPD memuat visi, misi dan arah 

pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

adalah instrumen hukum yang penting dalam perencanaan 

pembangunan suatu daerah. RPJPD merupakan landasan hukum 

yang mengatur proses perencanaan pembangunan jangka panjang 

suatu daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. 

Dilihat dari aspek hukum, RPJPD ini penting karena ada beberapa 

hal, antara lain adalah: 

Pertama, Ketetapan hukum, yaitu RPJP memiliki dasar 

hukum yang kuat. RPJPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah 

wajib memiliki RPJPD yang menjadi pedoman bagi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kedua, 

Kepastian hukum, yaitu RPJPD memberikan kepastian hukum 

dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Dengan 

adanya RPJPD, kebijakan pembangunan akan lebih terarah dan 

konsisten sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. 

Ketiga, Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good 

Governance), yaitu RPJPD mempromosikan prinsip Good 
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Governance dengan mengatur tata kelola pemerintahan yang baik 

dan transparan dalam perencanaan pembangunan daerah. 

Keempat, Pembangunan berkelanjutan, yaitu RPJPD 

mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 

perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek-

aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Untuk implementasi RPJPD Kabupaten Banyumas, adanya 

dukungan Peraturan Daerah menjadi urgen sebagai dasar hukum 

untuk melaksanakan tindak lanjut dari pelaksanaan RPJPD 

sebelumnya.  Hal ini relevan dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,  

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
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Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312). 

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten 

Banyumas tahun 2005-2025 dapat diketahui bahwa rata-

rata capaian kinerja periode tahun 2007-2008 sebesar 

101,59%, Rata-rata tingkat capaian kinerja periode tahun 

2008-2013 adalah 110,95% yakni dengan predikat kinerja 

sangat tinggi Kemudian berdasarkan hasil evaluasi yang 

telah dilakukan, rata-rata tingkat capaian kinerja periode 

tahun 2013-2018 adalah 107,25% yakni dengan predikat 

kinerja sangat tinggi Berdasarkan hasil evaluasi yang 

telah dilakukan, rata-rata tingkat capaian kinerja periode 

tahun 2018-2023 adalah 96,82% yakni dengan predikat 

kinerja sangat tinggi Sehingga rata-rata capaian kinerja 

RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 sampai 

dengan kondisi evaluasi akhir tahun 2022 adalah 96,52% 

yakni dengan predikat kinerja sangat tinggi.  

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2005-2025, yaitu mewujudkan BANYUMAS 

2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, 

SERTA LESTARI, secara umum sudah berhasil ditempuh melalui 4 

(empat) misi pembangunan yakni sebagai berikut: 
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1. Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang 

sejahtera, dengan tujuan mewujudkan masyarakat Banyumas 

yang sejahtera, yang ditandai dengan: 

a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dengan 

capaian kinerja RPJP pada tahun 2022 terhadap kondisi 

awal RPJP tercapai 140,37% 

b. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

dengan capaian kinerja RPJP pada tahun 2022 terhadap 

kondisi awal RPJP tercapai 96,28% 

c. Menurunnya Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja 

RPJP pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJP 

tercapai 81,88 %. 

d. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 

dengan capaian kinerja RPJP pada tahun 2022 terhadap 

kondisi awal RPJP tercapai 91,19% 

e. Meningkatnya Indeks Gini, dengan kinerja RPJP 

berdasarkan capaian kinerja RPJMD pada tahun 2015 

sebesar 0,32 dari kondisi awal RPJP tahun 2005 sebesar 

0,25. 

2. Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang mandiri, 

dengan tujuan mewujudkan masyarakat Banyumas yang 

mandiri, yang ditandai dengan: 
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a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, dengan capaian 

kinerja RPJP pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJP 

tercapai 97,67% 

b. Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku, dengan 

capaian kinerja RPJP berdasarkan capaian kinerja RPJMD 

pada tahun 2022 sebesar 62.852,91 Milyar Rupiah dari 

sebelumnya capaian tahun 2008 sebesar 8.343,64 Milyar 

Rupiah. 

c. Meningkatnya PDRB perkapita, dengan capaian kinerja 

RPJP pada tahun 2022 berdasarkan kinerja akhir RPJMD 

tercapai 78,33% 

d. Meningkatnya PAD, dengan capaian kinerja RPJP pada 

tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJP tercapai 70,73%. 

3. Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang maju 

dan berdaya saing, dengan tujuan mewujudkan masyarakat 

Banyumas yang maju dan berdaya saing, yang ditandai 

dengan: meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam 

kondisi baik, dengan capaian kinerja RPJP berdasarkan 

kinerja RPJMD pada tahun 2022 tercapai 73,03%. 

4. Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang lestari, 

dengan tujuan mewujudkan masyarakat Banyumas yang 

lestari, yang ditandai dengan: 
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a. Tersedianya dokumen perencanaan yang berkelanjutan, 

dengan capaian kinerja RPJP pada tahun 2022 terhadap 

kondisi awal RPJP tercapai 100%. 

b. Meningkatnya IKLH, dengan capaian kinerja RPJP pada 

tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJP tercapai 99,36%. 

c. Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan tata ruang, 

dengan capaian kinerja RPJP pada tahun 2022 terhadap 

kondisi awal RPJP tercapai 99,98%. 

Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025  

berakhir di tahun 2025.  Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membutuhkan dasar 

hukum perencanaan jangka panjang 20 tahun berikutnya, yaitu 

tahun 2025-2045. Oleh karena itu disusunlah Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD tahun 2025-2045  

sebagai landasan bagi penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil evaluasi kondisi tersebut di atas, maka 

rekomendasi tindak lanjut untuk penyusunan RPJPD Kabupaten 

Banyumas Tahun 2025-2045 yang diharapkan mampu 

mempertahankan capaian kinerja dengan predikat kinerja sangat 

tinggi, adalah sebagai berikut: 
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1. Mempertahankan atau meningkatkan Indeks Pembangunan 

Manusia Kabupaten Banyumas dengan kategori sangat 

tinggi dengan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan 

pertumbuhan ekonomi serta peningkatan motivasi 

masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. 

2. Menurunkan Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten 

Banyumas di bawah 10 persen dengan peningkatan 

pendapatan perkapita dan mengurangi beban pengeluaran 

masyarakat miskin serta mengoptimalkan sumber daya yang 

ada. 

3. Mengurangi angka pengangguran Kabupaten Banyumas 

dengan 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas 

lapangan kerja, meningkatkan investasi dan mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

5. Menjaga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas terus 

dalam tren positif melalui peningkatan konsumsi rumah 

tangga, pertumbuhan investasi dan menumbuhkan ekspor 

dengan memperhatikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 

6. Mengurangi ketimpangan Pendapatan antar penduduk 

Kabupaten Banyumas dengan pemerataan pembangunan. 
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7. Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita 

Kabupaten Banyumas dengan meningkatkan produktivitas 

daerah dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk 

serta memanfaatkan bonus demografi. 

8. Perencanaan pembangunan yang disusun harus 

mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup berbasis ketersediaan dan kebutuhan 

sumber daya serta jasa lingkungan hidup; kondisi risiko 

lingkungan hidup, pengelolaan limbah, sampah dan 

degradasi lahan; efisiensi pengelolaan sumber daya alam;  

kerawanan bencana dan perubahan iklim;  emisi gas rumah 

kaca; dan ketahanan keanekaragaman hayati  

Hasil pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten 

Banyumas dalam 20 tahun yang akan datang akan dinikmati oleh 

generasi-generasi muda saat ini dan generasi-generasi yang akan 

datang, sehingga perencanaan yang disusun sudah seharusnya 

mempertimbangkan kebutuhan generasi-generasi tersebut di masa 

sekarang dan masa yang akan datang melalui pelaksanaan 

pembangunan yang berkualitas.  

Sementara itu, Naskah Akademik merupakan naskah awal 

yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan 

perundang-undangan di bidang tertentu. Bentuk dan isi naskah 

akademik memuat gagasan pengaturan suatu materi hukum 
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bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistis-futuristik dan 

dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang 

memuat urgensi, konsepsi, landasan, alas an hukum, prinsip-

prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma 

yang telah dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dengan 

mengajukan berbagai alternatif, yang disajikan dalam bentuk 

uraian sistemastis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu 

hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah di gariskan 

(Alexander, 2004, p. 120). Secara singkat Naskah Akademik 

memuat gagasan-gagasan pengaturan suatu materi hukum yang 

telah ditinjau dari berbagai aspek hukum, dilengkapi dengan 

kerangka referensi yang memuat urgensi konsep, landasan, dan 

prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-

norma secara alternative disajikan dalam bentuk uraian yang 

sistematis (Sirajuddin et al., 2016, p. 171). 

 

B. Identifikasi Masalah  

Naskah akademik merupakan potret ataupun peta tentang 

berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang 

hendak diterbitkan (Saleh, 2009, p. 98). Naskah akademik RPJPD 

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) memiliki letak 

strategis dalam konteks perencanaan dan pengembangan suatu 
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daerah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa naskah 

akademik RPJPD penting: 

1. Pedoman strategis: Naskah Akademik RPJPD berfungsi 

sebagai pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam 

merencanakan pembangunan jangka panjang. Ini membantu 

pemerintah untuk menetapkan visi, misi, serta tujuan 

pembangunan yang akan dicapai dalam jangka waktu 

tertentu. 

2. Landasan penyusunan kebijakan: Dokumen ini memberikan 

landasan bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah 

dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, 

dan infrastruktur. Dengan adanya naskah akademik RPJPD, 

kebijakan yang dibuat memiliki dasar yang kuat dan terukur. 

3. Kesinambungan pembangunan: RPJPD membantu 

memastikan adanya kesinambungan dalam pembangunan 

daerah. Dengan merencanakan secara sistematis dan 

terstruktur, maka pembangunan yang dilakukan tidak akan 

bersifat sporadis dan tidak terkoordinasi. 

4. Penyesuaian terhadap perubahan: Melalui Naskah Akademik 

RPJPD, pemerintah daerah dapat memperkirakan dan 

merespons perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan 

sosial, ekonomi, dan politik. Ini memungkinkan mereka 
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untuk menyesuaikan rencana pembangunan sesuai dengan 

kebutuhan dan perubahan yang terjadi. 

5. Pengelolaan sumber daya: RPJPD membantu dalam 

pengelolaan sumber daya yang ada secara efisien dan 

berkelanjutan. Dengan menetapkan prioritas pembangunan 

dan alokasi sumber daya yang tepat, maka potensi sumber 

daya daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi penting dan 

mendesak untuk membuat RPJPD Kabupaten Banyumas Periode 

2025-2045. Hal ini karena RPJPD periode sebelumnya akan habis 

masa berlakunya, dan perlu diadaptasikan dengan perubahan 

kondisi lingkungan kebijakan, dan prediksi masa depan. Oleh 

karena itu, penting dan mendesak untuk menjawab 

bagaimanakah kebijakan yang ideal untuk RPJPD Kabupaten 

Banyumas 2025-2045?. Untuk menjawab hal ini setidaknya ada 

empat yang akan dibahas dalam Naskah Akademik RPJPD 

Kabupaten Banyumas:   

1. Bagaimanakah merumuskan RPJPD Kabupaten Banyumas 

yang dapat menjawab permasalahan pembangunan dan 

masa depan di Kabupaten Banyumas?  

2. Apa urgensi dari Rancangan Perda RPJPD Kabupaten 

Banyumas dalam memecahkan masalah pembangunan dan 

masa depan di Kabupaten Banyumas?  
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3. Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis,  dan yuridis dalam pembentukan Rancangan 

Perda RPJPD Kabupaten Banyumas? 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari RPJPD 

Kabupaten Banyumas?. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik 

Tujuan umum dari penyusunan naskah akademik Raperda 

RPJPD Kabupaten Banyumas adalah mendapatkan suatu 

formula kebijakan yang rasional dan demokratis (serta tidak 

bertentangan dengan peraturan hukum yang ada) yang 

dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan tentang 

RPJPD Kabupaten Banyumas. 

Adapun tujuan khusus penyusunan Naskah 

Akademik ini adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan masalah yang dihadapi dalam 

RPJPD, dan cara menyelesaikan masalah 

tersebut. 

b. Merumuskan permasalahan hukum yang 

dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang 
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RPJPD Tahun 2025-2045, sebagai dasar hukum 

penyelesaian atau solusi permasalahan dalam 

perencanaan pembangunan daerah kurun waktu 

20 tahun 

c. Merumuskan upaya yang akan dilakukan untuk 

melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang 

akan dituangkan dalam pembentukan Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang 

RPJPD tahun 2025-2045 

d. Merumuskan pertimbangan atau landasan 

filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang RPJPD tahun 2025-2045 

e. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, 

ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah 

pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas RPJPD tahun 2025-2045 

2. Kegunaan Naskah Akademik 

Kegunaan Naskah Akademik Raperda RPJPD 

Kabupaten Banyumas  sebagai pedoman dan bahan awal 

yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, 

jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup, dan materi 

muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik 
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berperan sebagai “quality control” yang sangat menentukan 

kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat 

seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui 

landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan 

yang baru, termasuk tujuan dan isinya.  Kemudian, Naskah 

Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang 

berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan 

yang hendak diterbitkan. Naskah Akademik dapat juga 

berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku 

kepentingan (stakeholders) dan perancang (drafter). 

Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi 

sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang 

memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi 

perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat 

menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke 

dalam kalimat hukum. 

D. Penelitian 

Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang 

RPJPD Kabupaten Banyumas menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif dinilai akomodatif terhadap para 

peneliti dan responden yang diteliti untuk bekerjasama, saling 

bergantung, dan saling membantu. Pendekatan kualitatif juga 

lebih bisa menjelaskan, memberikan pengertian, serta menggali 
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penyebab, alasan-alasan hingga ke akar-akarnya (Sriyuningsih, 

2003). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah 

observasi partisipatori, yakni dengan cara berdiskusi dengan 

orang-orang yang diteliti dan mengajak mereka ”meneliti” 

bersama-sama peneliti tentang hal-hal yang terkait dengan RPJPD 

Kabupaten Banyumas. 

E.  Sistematika Laporan Naskah Akademik 

Sistematika laporan Naskah Akademik Peraturan Daerah 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, 

identifikasi masalah, tujuan, dan kegunaan kegiatan penyusunan 

naskah akademik, metode, dan sistematika.  

Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian 

tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas atau prinsip yang 

terkait dengan penyusunan norma, kajian terhadap praktik 

penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang 

dihadapi masyarakat, kajian terhadap implikasi penerapan sistem 

baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan 

Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya 

terhadap aspek beban keuangan negara. 
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Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, 

berisi uraian tentang keterkaitan Peraturan Perundang-

Undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabuaten 

Banyumas Tahun 2025-2045, Pokok-Pokok Pikiran dalam 

Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Harmonisasi 

Peraturan Perundang-Undangan. 

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, berisi uraian 

tentang landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan 

yuridis.  

BAB V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi 

Muatan Peraturan Daerah, berisi uraian tentang sasaran yang 

akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan 

susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2025-2045. 

Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan 

dan saran hasil kajian analisis naskah akademik.  

Daftar Pustaka, memuat berbagai literatur yang menjadi sumber 

acuan materi/bahan penyusunan naskah akademik, seperti buku, 

peraturan perundang-undangan , laporan dokumen yang relevan, 

dan sumber acuan lainnya yang yang diperoleh dari internet   
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Pembangunan Berkelanjutan  

Pembangunan  adalah proses perubahan ke arah kondisi 

yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana 

dengan baik. Tujuan pembangunan adalah mencapai kehidupan 

yang lebih baik, secara fisik maupun mental, melalui kombinasi 

dari proses sosial, ekonomi, dan lembaga (Todaro & Smith, 2012).  

Terdapat 3 komponen kehidupan yang lebih baik sebagai 

tujuan pembangunan, yaitu: peningkatan ketersediaan dan 

perluasan  distribusi barang-barang kebutuhan pokok; 

peningkatan standar hidup, tidak hanya dilihat dari sisi 

pendapatan tetapi mencakup semua aspek  yang dapat 

menumbuhkan harga diri individu dan bangsa;  perluasan pilihan 

ekonomi dan sosial. Dengan demikian, terdapat 3 nilai inti 

pembangunan berkaitan dengan kebutuhan fundamental 

manusia, yaitu (1) kecukupan (sustenance): kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar; (2) harga diri (self esteem); (3) 

kebebasan (freedom): kemampuan untuk memilih.  

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dapat berupa 

(1) mengurangi disparitas pembangunan antar daerah, antar sub 
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daerah, dan antar masyarakat, (2) memberdayakan masyarakat 

dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah 

lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat, menjaga kelestarian sumberdaya alam untuk menjadi 

pendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan.  

Esensi dari pembangunan berkelanjutan adalah internalisasi 

dampak setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan 

hidup. Setiap tindakan harus memperkirakan dan 

memperhitungkan dampak dari tindakan terhadap kesehatan dan 

kelestarian lingkungan hidup (Alisjahbana & Murniningtyas, 

2018). Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar, yaitu : 

a. Pilar sosial, meliputi: pemerataan, kesehatan, pendidikan, 

keamanan, perumahan, dan kependudukan; 

b. Pilar ekonomi, meliputi: struktur ekonomi, pola konsumsi, 

dan produksi; 

c. Pilar lingkungan, meliputi: atmosfir, tanah, pesisir dan laut, 

air bersih, dan keanekaragaman hayati. Dalam konsep 

pembangunan berwawasan lingkungan dikenal adanya green 

economy, blue economy, dan circular economy. 

Ketiga pilar pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi 

dasar dalam pencapaian 17 Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs/TPB), yaitu : (1) Tanpa kemiskinan; (2) 

Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) 
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Pendidikan berkualitas;  (5) Kesetaraan gender; (6)  Air bersih 

dan sanitasi layak, (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) 

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, 

inovasi, dan infrastrukutr; (10) Berkurangnya kesenjangan; 

(11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan; (12) Konsumsi 

dan produksi yang bertanggung jawab; (13) Penanganan 

perubahan iklim; (14) Ekosistem lautan; (15) Ekosistem 

daratan; (16) Perdamaian, keadilan, dan  kelembagaan yang 

tangguh;  dan (17) Kemitraanuntuk mencapai tujuan.  

Memperhatikan esensi dari pembangunan berkelanjutan, 

maka nilai keadilan merupakan prasyarat pokok dalam menjamin 

keberlanjutan pembangunan. Nilai keadilan ini dapat dikaji 

berdasarkan pertanyaan apakah sumberdaya pembangunan, hasil 

usaha pembangunan, akses terhadap kesempatan/peluang untuk 

berusaha di bidang ekonomi  telah terdistribusi secara adil, dan 

apakah kesempatan/peluang untuk berusaha di bidang ekonomi 

telah terdistribusi secara adil  antar generasi. Untuk mencapai 

nilai keadilan tersebut maka beberapa strategi yang perlu 

dikembangkan adalah:  

a. Penumbuh-kembangan nilai-nilai yang melandasi 

berkembangnya hubungan yang harmonis antara manusia 

dengan alam (pendekatan ekosistem). Sumber daya alam 

bukan semata-mata sebagai “sesuatu” yang dimanfaatkan 

bagi kepentingan manusia, tetapi juga menerima  kehadiran 
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makhluk lain ciptaan Allah S.W.T. sebagai bagian yang sama 

seperti halnya manusia. Nilai ini adalah landasan untuk 

terbinanya hubungan harmonis antara manusia dengan 

lingkungannya (nilai-nilai ekologi). 

b. Pemanfaatan social capital seperti local-knowledge, trust, 

institusi lokal, networking dan sejenisnya sebagai pintu 

masuk dalam setiap proses pengembangan usaha. Hal ini 

sangat penting untuk ditekankan agar konflik sosial dapat 

dihindari atau bahkan dicegah. 

c. Pengembangan SDM dan IPTEK yang terkait langsung dengan 

setiap upaya pengembangan usaha produktif primer hingga 

tersier. Hal ini sangat strategis untuk kepentingan jangka 

panjang mengingat hanya dengan pengembangan SDM dan 

IPTEK yang terus menerus meningkat daya saing 

komoditas/produk unggulan  dapat ditingkatkan. 

d. Penerapan prinsip-prinsip efisiensi dan kreasi nilai tambah 

dalam setiap keputusan dan tindakan.  

e. Pengembangan kelembagaan/institusi yang mampu 

meminimalkan biaya transaksi, membangun kebersamaan 

dan menghidupkan cara kerja yang dinamis dan efisien 

melalui pengembangan jaringan (network) yang andal. 
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f. Pewilayahan komoditas/produk sesuai dengan agroekosistem 

dan pembatas ekologis sebagai landasan pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan. 

g. Pengembangan kawasan industri produk unggulan milik 

masyarakat sebagai media transformasi masyarakat dari 

waktu ke waktu melalui pemanfaatan usaha  produksi yang 

terintegrasi dengan industri pengolahan produknya. 

h. Pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk investasi di 

bidang produk unggulan, khususnya berupa kebijakan yang 

diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan. 

i. Jaminan keamanan usaha terhadap segala bentuk 

penjarahan, perambahan atau aktivitas serupa lainnya. 

j. Usaha bisnis  tidak semata didasarkan atas motivasi 

keuntungan maksimum individual perusahaan/pengusaha, 

namun harus mengembangkan  nilai  kerjasama, saling 

percaya, dan  pengembangan jaringan kerja (networking);  

k. Aspek keberlanjutan fungsi lingkungan hidup harus  menjadi 

pertimbangan utama dalam desain usaha bisnis. 

Keberlanjutan pembangunan ekonomi dibangun dengan 

memperhatikan tiga komponen, yaitu apa yang dibangun 

(ketersediaan sumberdaya alam dan modal), siapa yang 

membangun (ketersediaan sumberdaya manusia), dan hasil 

pembangunan. Kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan 
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pembangunan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan modal 

pembangunan yang dimiliki, baik berupa modal ekonomi 

(economic/financial capital), modal manusia (human capital), 

maupun modal sosial (social capital). 

Bonus demografi menjadi modal manusia yang diperlukan 

dalam mengakselerasi keberhasilan pencapaian tujuan 

pembangunan. Untuk memaksimalkan peran bonus demografi, 

dimana 70% lebih penduduk yang ada berada dalam kategori usia 

produktif, maka potensi produktif ini harus benar-benar mampu 

diwujudkan dalam tingginya produktivitas riil tenaga kerja. Untuk 

mendukung produktivitas tinggi dari potensi bonus demografi 

tersebut maka dibutuhkan berbagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia sehingga kompetensi yang mereka 

miliki sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan berbagai 

potensi sumberdaya yang dimiliki suatu daerah.  

Keberadaan modal sosial juga menjadi hal yang sangat 

menentukan produktivitas dari modal finansial dan modal 

manusia. Berbeda dengan modal yang lainnya, keberadaan modal 

sosial baru akan terlihat ketika ia berinteraksi dengan struktur 

sosial (Kuncoro, 2010). 

Bourdieu (1980) dalam (Kuncoro, 2010) mendefinisikan modal 

sosial sebagai agregat sumberdaya aktual maupun potensial yang 

disatukan untuk mewujudkan jaringan yang awet (durable) 
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sehingga melembagakan hubungan yang saling menguntungkan. 

Menurutnya terdapat 2 elemen modal sosial, yaitu hubungan 

sosial yang memungkinkan individu untuk akses sumber daya 

yang dimiliki oleh asosiasi mereka, dan jumlah/kualitas 

sumberdaya tersebut. 

Putnam (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai 

gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan 

kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama 

yang saling menguntungkan. Terdapat 4 cara pandang terhadap 

modal sosial (Woolcock dan Narayan (2000), dalam (Kuncoro, 

2010), yaitu: 

a. Pandangan komunitarian (communitarian view). Pandangan 

ini mengasumsikan komunitas sebagai entitas homogeny yang 

menyertakan seluruh anggotanya untuk meraih keuntungan. 

Cara pandang ini telah berkontribusi besar dalam analisis 

kemiskinan dengan menjadikan ikatan sosial sebagai salah 

satu sarana untuk membantu kaum miskin dalam mengelola 

risiko dan kerentanan. 

b. Pandangan jaringan (network view). Pandangan ini 

menekankan pada pentingnya asosiasi vertikal dan horizontal 

di antara orang-orang dan relasinya dengan entitas organisasi 

lain. Dalam pandangan ini terdapat 2 karakter modal sosial, 

yaitu: pertama, modal sosial sebagai ikatan karena kekuatan 
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hubungan di dalam komunitas dapat memberikan identitas 

dan tujuan bersama kepada setiap keluarga dan komunitas. 

Kedua, modal sosial sebagai jembatan karena dengan 

kekuatan hubungan antar komunitas dapat meminimalisir 

dampak negatif dari adanya keragaman sosial. 

c. Pandangan kelembagaan (institutional view). Menurut 

pandangan ini, kapasitas kelompok sosial untuk melakukan 

aksi menurut kepentingan kolektifnya tergantung kepada 

kualitas kelembagaan formal di mana kelompok tersebut 

berada. 

d. Pandangan sinergi (synergy view). Pandangan ini berusaha 

mensinergikan antara jaringan (network) dengan kelembagaan 

(institutional). Menurut pandangan ini, sinergi antara 

pemerintah dan masyarakat didasarkan pada prinsip 

komplementaritas dan kelekatan. Komplementaritas merujuk 

pada hubungan yang saling menguntungkan antara aktor 

publik dengan swasta dan diwujudkan dalam kerangka kerja 

yang legal yang melindungi hak-hak asosiasi. Kelekatan 

merujuk pada sifat dan luas ikatan yang dapat 

menghubungkan warga negara dengan pejabat publik. 

Seluruh definisi tersebut berujung dalam satu hal yaitu 

bahwa modal sosial baru terasa bila telah terjadi interaksi dengan 

orang lain yang dipandu oleh struktur sosial. Modal sosial berupa 
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kearifan lokal yang terkandung dalam persepsi, semangat, 

harapan dan interaksi antar manusia merupakan salah satu 

motor penggerak untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat 

dalam mencapai tujuan individu dan kelompok atau komunitas. 

Modal sosial memiliki tiga tipologi, sekaligus merupakan 

wujud dari energy atau kekuatan yang dapat mengoptimalkan 

potensi modal lainnya. Tipologi modal sosial tersebut meliputi 

modal sosial sebagai perekat/pengikat (bonding Social), modal 

sosial sebagai penyambung/menjembatani (bridging social), dan 

modal sosial sebagai koneksi atau akses (linking social). Dalam 

konteks pemberdayaan modal sosial menjadi modal dasar yang 

mengefektifkan modal lain (Abdullah, 2013). 

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan diperlukan 

adanya reformasi tradisi bahwa bisnis adalah milik masyarakat. 

Reformasi tradisi tergantung kepada alam menjadi tradisi 

bekerjasama dengan alam, melalui rekayasa teknologi dan 

rekayasa kelembagaan. Hasil akhir dari reformasi tersebut adalah 

terciptanya  produktivitas, efisiensi, stabilitas/ sustainabilitas, dan 

equity. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan juga perlu 

adanya reorientasi bisnis milik masyarakat, yang pada awalnya  

memproduksi apa-apa yang dapat dihasilkan menjadi 

menghasilkan apa-apa yang diminta  pasar. Pasar dalam hal ini 

mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan,  selera/cita rasa. 
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Tuntutan pasar berupa mutu yang baik, waktu yang tepat, dan 

harga yang terjangkau. 

 

2. Pembangunan inklusif dan pemberdayaan masyarakat 

Paradigma pembangunan yang mendasari kebijakan 

pemerintah dewasa ini adalah paradigma pembangunan inklusif. 

Pembangunan inklusif merupakan pembangunan untuk semua 

orang yang menekankan bahwa peluang ekonomi yang diciptakan 

oleh pertumbuhan ekonomi tersedia sebanyak mungkin bagi 

semua, terutama kaum miskin/marjinal. Oleh karena itu, 

pelaksanaan pembangunan inklusif ini memerlukan adanya 

kolaborasi, kemitraan, dan jaringan kerjasama. 

Pembangunan ekonomi inklusif didefinisikan sebagai 

pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan 

yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, 

meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar 

kelompok dan wilayah (http://smeru.or.id/). Tujuannya adalah 

memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 

berkeadilan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu 

menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, serta 

memperluas akses dan kesempatan kerja. Semangat dasar dari 

pembangunan ekonomi inklusif adalah society empowerment 

(pemberdayaan masyarakat). 

http://smeru.or.id/


35 
 

Kebijakan pembangunan inklusif menjadi kebijakan 

pembangunan yang dilakukan di berbagai negara, terutama di 

negara-negara sedang berkembang (NSB). Melalui kebijakan ini, 

NSB diharapkan agar tidak memusatkan pada pengejaran 

pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya tetapi harus 

memperhatikan juga bagaimana pelaksanaan distribusi 

pertumbuhan tersebut. Hal ini yang disebut dengan growth with 

equality, yaitu pertumbuhan dengan memberikan perhatian 

terhadap peningkatan kesempatan kerja, peningkatan investasi 

modal manusia, optimalisasi modal sosial, memberikan perhatian 

pada petani kecil, sektor informal, dan pengusaha kecil.  

Terdapat 3 komponen dalam kebijakan pembangunan 

inklusif, yaitu: (1) menjamin hak-hak politik, sosial, dan 

kewarganegaraan. Hal ini diperlukan sebagai prakondisi 

pembangunan inklusif (Sachs, 2004), (2) semua warga negara 

harus memiliki akses yang sama ke semua program kesejahteraan, 

(3) semua warga negara harus mendapatkan peluang yang sama 

terhadap akses pelayanan publik. 

Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan 

pembangunan inklusif, adalah: 

a. Menjamin kesamaan dan keadilan yang memelihara dan 

respek terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Oleh 

karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus 



36 
 

terus membangun pemahaman bersama dalam membangun 

Indonesia. 

b. Kerangka kerja pembangunan untuk semua orang harus 

mempunyai dimensi wilayah. Oleh karena itu semua wilayah 

perlu mengenali, menggali, dan mengoptimalkan pemanfaatan 

potensi wilayahnya.  

c. Menciptakan sebuah ekonomi nasional/daerah yang 

terintegrasi di dalam era globalisasi. 

d. Pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal di setiap 

wilayah. 

e. Menciptakan harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan. Hal ini diperlukan untuk dapat  memacu 

pertumbuhan, meningkatkan kesempatan kerja, dan 

mengatasi kemiskinan 

f. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan upaya untuk 

menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Untuk mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan, program 

pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk dilakukan.  

Dalam program pemberdayaan masyarakat (community 

empowerment), masyarakat diarahkan untuk ikut berpartisipasi 

aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan sesuai 

dengan porsinya masing-masing. Keterlibatan aktif masyarakat ini 
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akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat 

untuk akses sumberdaya pembangunan, sekalipun mereka 

memiliki berbagai keterbatasan. Hal ini selanjutnya akan 

memberikan peluang kepada mereka untuk memperoleh 

pendapatan yang diperlukan untuk mewujudkan kualitas hidup 

yang lebih baik. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan secara optimal, maka 

diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang tepat guna 

dan tepat sasaran.  

 

3. Filosofi Perencanaan 

Menurut Ovalhanif (2009), filsafat perencanaan adalah suatu 

studi tentang prinsip-prinsip dalam proses dan mekanisme 

perencanaan secara mendalam dan menyeluruh berdasarkan 

filsafat ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Filsafat 

perencanaan menguraikan komponen penting dalam sebuah 

perencanaan, yakni tujuan apa yang hendak dicapai, tindakan-

tindakan untuk mewujudkan tujuan, dan waktu kapan tindakan 

tersebut akan di lakukan. 

Filosofi perencanaan dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Filosofi perencanaan strategis; Proses perencanaan dengan 

membentuk suatu konsep untuk keputusan kelembagaan. 

Tujuan dan proses perencanaan merumuskan arah 
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kelembagaan dan berusaha lebih baik. Hasil yang diinginkan 

dari proses perencanaan adalah menyajikan suatu dokumen 

yang penting dan berguna bagi semua orang. Filosofi 

perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan. 

Perencanaan strategis juga merumuskan kebijakan program 

dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi 

perkembangan masa depan. 

b. Filosofi perencanaan Teknokrat; Proses perencanaan yang 

dirancang berdasarkan data dan pengamatan kebutuhan 

masyarakat dari pengamat profesional. 

c. Filosofi perencanaan Partisipatif; Poses perencanaan yang 

dapat diwujudkan dalam musyawarah, dimana sebuah 

rancangan disusun dan dikembangkan bersama semua  

pelaku pembangunan (stakeholders). 

d. Filosofi perencanaan dari atas ke bawah (top down). 

e. Filosofi perencanaan dari bawah ke atas (bottom up).  

 

4. Perencanaan Pembangunan Daerah  

 Perencanaan pembangunan merupakan proyeksi masa depan 

dan segala tindakan yang terukur yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu di masa depan tersebut yang memiliki 

hubungan erat dengan keadaan saat ini (Firmansyah et al., 2022). 

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah merupakan 
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serangkaian kebijakan, program atau kegiatan yang berupaya 

memperbaiki pemanfaatan sumberdaya publik yang tersedia di 

daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta 

dalam meningkatkan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung 

jawab.  

Perencanaan pembangunan akan menjadi pedoman atau  

acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh 

karena itu perencanaan pembangunan seharusnya bersifat 

implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat 

diterapkan). Menurut (Jhingan, 2014), perencanaan pembangunan 

pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan 

perekonomian dengan sengaja oleh penguasa (pemerintah) untuk 

mencapai suatu sasaran dan tujuan  tertentu di dalam jangka 

waktu tertentu pula. 

Adapun karakteristik perencanaan adalah pernyataan pilihan 

tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan, mengarah ke  

perubahan, bertumpu pada  rasionalitas, dan bertumpu pada 

tindakan kolektif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

perencanaan itu merupakan tindakan memilih alternatif terbaik 

dari berbagai alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai 

tujuan yang mengarah pada terjadinya peningkatan kualitas 

kehidupan yang berdasarkan pada tindakan-tindakan yang 

bersifat rasional berdasarkan skala prioritas dan membutuhkan 
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adanya kerjasama dan partisipasi dari berbagai stakeholders 

dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

Unsur pokok perencanaan pembangunan harus 

memperhatikan kondisi umum daerah, visi dan misi 

pembangunan daerah, sasaran dan target pembangunan daerah, 

strategi pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah, 

prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan 

pembangunan daerah, serta memiliki indikator kinerja yang jelas 

untuk mempermudah melakukan evaluasi efektivitas 

implementasi perencanaan yang dilakukan dalam mencapai target 

yang ditetapkan. 

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan 

yang ingin dicapai dari perencanaan yang disusun, maka perlu 

adanya perencanaan terpadu.  Perencanaan terpadu tersebut 

dapat digambarkan melalui Rencana Strategik Terpadu seperti 

terlihat pada Gambar 1. 
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Sumber: Kuncoro (2005) 

Gambar 1. Rencana Strategik Terpadu 

 

5. Urgensi Perencanaan Pembangunan Daerah  

Perencanaan pembangunan merupakan tahap penting dalam 

proses pembangunan (Widodo, 2006). Hal ini karena (1) 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan 

perubahan yang sangat cepat di dalam masyarakat. Hal ini dapat 

memberikan dampak yang dapat merusak tatanan masyarakat 

jika tidak dikendalikan. (2) perencanaan merupakan tahap penting 

apabila dilihat dari dampak pembangunan yang kemungkinan 

Pendekatan 

Rencana Strategik 

Terpadu 

 

Spasial 

Kawasan 

perkotaan, 

perdesaan, 

wilayah 
 

Pengembangan 
sentra (kluster) 

 

 

Solusi masalah 

mendasar 
 

Prioritas: 

Pengangguran, 

Ketimpangan, 

Kemiskinan 
 

Berorientasi 

Masalah 

Mendasar 

Sektoral 

Sektor Basis 

dan Non Basis 

Pengembangan 
sektor dan bisnis 

unggulan daerah 

 



42 
 

dapat muncul setelah proses tersebut selesai. Dampak buruk dari 

suatu proses pembangunan sering menjadi hal yang sulit untuk 

diperbaiki  mengingat proses tersebut telah melibatkan banyak 

pihak. Dengan perencanaan yang tepat dapat meminimalisir 

dampak buruk pembangunan tersebut. (3) proses pembangunan 

memiliki keterbatasan waktu, biaya, dan ruang lingkup 

pelaksanaannya. Perencanaan yang tepat dapat menjadi sarana 

untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas proses pembangunan 

yang dilaksanakan. Dengan demikian, perencanaan menjadi tolok 

ukur keberhasilan pembangunan sehingga proses pembangunan 

dapat dimonitor oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat luas.  

Perencanaan pembangunan daerah juga merupakan hal yang 

sangat dibutuhkan dengan beberapa alasan: (1) adanya masalah 

kelangkaan (scarcity) dan efisiensi, (2) adanya ketidaksempurnaan 

pasar dan distorsi pasar sehingga akan menimbulkan adanya 

kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat terjadi karena adanya 

praktik monopoli, eksternalitas, informasi asimetris, dan 

keberadaan barang publik (Nicholson & Snyder, 2021).  Dalam 

kondisi yang demikian maka perlu adanya peran pemerintah 

untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas pembangunan 

melalui perannya untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan 

pemerataan, mendorong stabilitas ekonomi, dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam 
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mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah menjadi 

sangat penting untuk mengatasi adanya ketidakmerataan 

antardaerah. Menurut (Myrdal, 1957), pembangunan di daerah 

yang lebih maju cenderung menciptakan hambatan yg lebih besar 

kepada daerah yang terbelakang sehingga timbul gap antara 

daerah maju dan daerah miskin yang disebut sebagai proses sebab 

akibat komulatif (commulative causation). 

Proses sebab akibat komulatif terjadi timbul karena : (1) 

backwash effect, yaitu efek kemunduran di daerah miskin akibat 

kemajuan di daerah maju, yang terjadi melalui: perpindahan 

penduduk dari daerah miskin ke daerah maju; corak pengaliran 

modal yang terjadi yaitu bahwa kurangnya permintaan modal 

untuk melakukan investasi di daerah miskin, modal akan lebih 

mengalir ke daerah yang lebih maju karena modal lebih terjamin 

dan dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi di daerah 

yang lebih maju; kegiatan perdagangan didominasi industri daerah 

maju sehingga daerah miskin sulit mengembangkan pasar; 

jaringan pengangkutan lebih baik di daerah maju sehingga 

kegiatan ekonomi lebih efisien dibandingkan dengan di daerah 

miskin. (2). spread effect, yaitu perkembangan di daerah maju 

dapat mempercepat pembangunan di daerah yang lebih miskin: 

permintaan yang bertambah dari daerah maju atas hasil produksi 

daerah miskin yang berupa hasil pertanian, hasil industri rumah 
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tangga, dan barang-barang konsumsi. Pada umumnya backwash 

effect lebih besar daripada spread effect. Menurut Hirschman, jika 

perbedaan antara daerah maju dan miskin semakin sempit terjadi 

dampak yang baik (trickling down effect), sedangkan jika 

perbedaan antara kedua daerah semakin lebar terjadi proses 

pengkutuban (polarization effect). 

Oleh karena itu, dalam hal ini peran pemerintah menjadi 

sangat penting untuk mengkoordinasikan proses perencanaan 

pembangunan daerah sehingga proses pembangunan yang 

dilaksanakan dapat memberikan spread effect yang lebih besar 

daripada backwash effect-nya Melalui  perencanaan pembangunan 

daerah, maka pemerintah dapat mengimplementasikan perannya 

sebagai (i) Entrepreneur, dimana pemerintah daerah bertanggung 

jawab menjalankan suatu usaha (BUMD), (ii) Koordinator, dimana 

pemerintah daerah berperan untuk menetapkan kebijakan atau 

mengusulkan strategi bagi pembangunan di daerahnya, (iii). 

Fasilitator, dimana pemerintah memfasilitasi untuk percepatan 

pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudional daerah, 

(iv) Stimulator, dimana pemerintah berusaha menarik investor 

baru dan mempertahankan investor yang sudah ada, melalui: 

pembangunan infrastruktur yang lebih baik, kemudahan perizinan 

usaha, pembangunan kawasan industri, pameran, dan 

sebagainya.  
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Perencanaan yang baik akan memberikan manfaat bagi 

daerah, seperti: (1) gambaran proyeksi ke depan dari berbagai 

aspek pembangunan, (2) sebagai panduan bagi para pelaku 

ekonomi tentang arah pembangunan yang akan dilakukan oleh 

pemerintah. Bagi pemerintah pun perencanaan pembangunan 

dapat menjadi acuan yang jelas tentang berbagai program yang 

tepat yang harus dilaksanakan untuk mengembangkan suatu 

daerah.  

 

6. Perencanaan Pembangunan dalam Era Otonomi daerah 

Otonomi daerah telah mengubah paradigma dalam 

perencanaan dan keuangan daerah, yaitu menuntut adanya 

transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, 

partisipasi masyarakat. Proses perencanaan otonomi daerah pada 

dasarnya adalah perencanaan wilayah. Terdapat 3 ciri utama 

perencanaan wilayah (Hoover & Giarratani, 1985), yaitu: (a) 

Imperfect mobility of factor : faktor produksi tidak dapat berpindah 

secara bebas karena ada faktor-faktor yang bersifat lokasional 

yang khas, (b) Imperfect divisibility: perkembangan aktivitas 

ekonomi tidak dapat secara sempurna dipilah-pilah berdasarkan 

wilayah administratif-nya, (c) Imperfect mobility of goods and 

services: pergerakan barang dan jasa tidak bisa bergerak secara 

sempurna antar wilayah karena adanya biaya transportasi 
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distribusi barang dan jasa tersebut. Ketiga aspek tersebut perlu 

dipertimbangkan karena akan mempengaruhi keberhasilan 

pembangunan wilayah. Untuk mencapai efektivitas 

keberhasilannya tersebut juga perlu didukung oleh kapabilitas 

institusi untuk pemecahan masalah di wilayahnya. 

Untuk menciptakan efektivitas perencanaan pembangunan 

daerah, maka perlu didukung oleh koordinasi lintas sektoral. 

Pentingnya koordinasi lintas sektoral antara lain bahwa koordinasi 

diperlukan sebagai konsekuensi logis dari aktivitas dan 

kepentingan yang berbeda; aktivitas dan kepentingan yang 

berbeda membawa konsekuensi tanggung jawab fungsional yang 

berbeda; terdapat institusi, badan, dan lembaga  yang 

menjalankan peran dan fungsinya masing-masing; ada unsur 

sentralisasi dan desentralisasi yang dijalankan dalam proses 

pembangunan yang melibatkan institusi pusat maupun daerah; 

koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan 

penyelarasan proses pembangunan sehingga tercipta aktivitas 

yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan 

pembangunan.  

Koordinasi lintas sektoral juga diperlukan untuk menjamin 

sinkronisasi antara perencanaan makro, perencanaan sektoral, 

perencanaan regional, dan perencanaan mikro. Perencanaan 

makro adalah perencanaan nasional secara menyeluruh meliputi 
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kegiatan dalam skala nasional (Aggregate consistency Model). 

Perencanaan sektoral dan perencanaan regional merupakan 

penjabaran lebih rinci dari perencanaan makro,  disebut 

disaggregate consistency model. Ruang lingkup perencanaan 

sektoral diantaranya berusaha mencapai target pertumbuhan dan 

kebutuhan investasi sektoral secara nasional, dapat dibagi-bagi ke 

dalam kegiatan yang lebih rinci, yaitu sektor dan sub sektor. 

Sedangkan ruang lingkup perencanaan regional lebih pada 

pertumbuhan perekonomian dan investasi wilayah serta 

mengupayakan pendayagunaan ruang di wilayah untuk berbagai 

kegiatan sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang 

terbaik di wilayah tersebut. Perencanaan regional membagi 

perencanaan makro ke dalam beberapa wilayah/lokasi sehingga 

aspek lokasi dan usaha menjadi dua hal penting dalam 

perencanaan regional. Perencanaan mikro adalah perencanaan 

operasional  yang dilakukan pada skala yang lebih terperinci, 

mencakup pelaksanaan proyek, kegiatan yang disertai pembiayaan 

yang tergambar dalam Daftar Isian Proyek, Petunjuk Operasional, 

dan rancangan kegiatan. 

Proses Musrenbang merupakan langkah awal untuk 

sinkronisasi perencanaan berdasarkan ruang lingkupnya agar 

tercipta efisiensi, efektivitas dan harmonisasi. Dalam proses 

sinkronisasi, dilakukan penilaian terhadap kelayakan program 
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dan usulan kegiatan dengan berdasarkan kepada pertimbangan 

bagaimana kesesuaian program dan usulan kegiatan dengan 

tujuan dan output serta penilaian dari segi biaya yang 

dibutuhkan. Keputusan pemilihan program dan usulan kegiatan 

berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Keputusan pemilihan program dan usulan kegiatan 

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu perencanaan 

pembangunan maka perlu disertai dengan terwujudnya good 

governance. Dalam mewujudkan good governance, perlu adanya 

keterlibatan dan kerjasama secara aktif antara pemerintah, dunia 

usaha, dan masyarakat. Adapun paradigma good governance dapat 

dilihat pada  Gambar 3.  
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Gambar 3.  Paradigma good governance 

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang 

dilaksanakan, maka proses perencanaan yang matang menjadi 

sesuatu hal yang sangat penting. Terkadang perencanaan tidak 

dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena terkait beberapa 

kendala, seperti: tidak terkaitnya perencanaan dengan 

pelaksanaan, aparat pelaksana tidak kompeten, masyarakat tidak 

punya kesempatan untuk berpartisipasi sehingga tidak 

mendukung, konsep perencanaan yang berbasis pada paradigma 

yang tidak tepat dengan situasi dan kondisi yang ada.  
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Perencanaan yang ideal seharusnya berbasis pada prinsip-

prinsip partisipatif, kesinambungan, holistik (mencakup berbagai 

aspek/sektor dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan), 

terbuka, dan demokratis. Dengan demikian, apabila diperhatikan 

secara lebih seksama, maka pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan perlu melibatkan partisipasi masyarakat sejak dari 

proses perencanaan sehingga apa yang direncanakan dapat sesuai 

dengan aspirasi masyarakat dan dalam pelaksanaannya mendapat 

dukungan penuh dari masyarakat. 

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang 

rasional terdiri dari:  

a. Assessment of needs  

b. Determination of goals  

c. Design of alternative actions  

d. Estimation of consequences of alternative actions  

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang 

telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat 

diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing 

alternatif tindakan.  

e. Specification of objectives  

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil 

yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu 
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definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

f.  Selection of cource of action  

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk 

mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil 

keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan 

kelemahan dari masing- masing alternatif tindakan.  

 

B. Kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan 

penyusunan norma  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, pasal 5 menyebutkan bahwa 

membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik. Asas-asas ini meliputi kejelasan tujuan, 

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian 

antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, 

kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan 

keterbukaan.  

Pasal 6 menyebutkan materi muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, 

kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, 

keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 
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ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian 

dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan 

penyusunan naskah akademik Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2025-2045, maka 

dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :  

1. Asas kejelasan tujuan; asas ini menjelaskan bahwa setiap 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.  

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus 

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk 

peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan 

perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal 

demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 

yang tidak berwenang.  

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai 

dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten 

Banyumas 2025-2045 dibuat dengan mengacu pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 
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4. Asas dapat dilaksanakan; bahwa setiap pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan 

efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam 

masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten 

Banyumas 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam 

ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan 

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara 

dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen 

Rencana RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045 

diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan 

pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha 

dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Banyumas. 

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; Peraturan 

perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan 

kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 
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berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah 

tentang RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045 dibuat 

dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Banyumas.  

6. Asas kejelasan rumusan; peraturan perundang-undangan 

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi 

dalam pelaksanaanya. Penyusunan peraturan daerah tentang 

RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045 dibuat sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017.  

7. Asas keterbukaan; Asas keterbukaan adalah bahwa dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan 

terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

memberikan masukan dalam pembentukan peraturan 

perundangundangan.  

Asas-asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam 

menentukan kebijakan dan pembentukan peraturan. Selanjutnya 
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pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang 

diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya 

apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas 

materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, 

serta permasalahan yang dihadapi masyarakat 

Pada tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) yang berlaku adalah RPJPD Kabupaten 

Banyumas tahun 2005-2025. Dengan demikian, masa berlaku 

RPJPD tersebut akan habis masa berlakunya. RPJPD 2005-2025 

tersebut telah dilakukan evaluasi, dan hasil evaluasi dari RPJPD 

tersebut dapat menjadi bahan rujukan dalam penyusunan RPJPD 

20 tahun yang akan datang.  

Berdasarkan Evaluasi RPJPD 2005-2025 dapat diketahui 

bahwa rata-rata capaian kinerja RPJPD Kabupaten Banyumas 

Tahun 2005-2025 sampai dengan kondisi evaluasi akhir tahun 

2022 adalah 131,57% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Rata-

rata capaian kinerja RPJPD tahun 2008-2013 adalah 68,10% 

(kinerja sedang), rata-rata capaian kinerja periode tahun 2013-

2018 adalah 95,08% (kinerja sangat tinggi), dan rata-rata capaian 
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kinerja periode tahun 2018-2022 adalah 116,71% (kinerja sangat 

tinggi).  

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2005-2025 yaitu mewujudkan BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, 

MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI, 

ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan dengan sasaran 

pokok yang diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang 

Sejahtera, dengan tujuan Mewujudkan masyarakat 

Banyumas yang Sejahtera. Misi pembangunan pada konteksi 

ini dapat dilihat dengan: 

a. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dengan 

capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap 

kondisi awal RPJP tercapai 140,37% 

b. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 

terhadap kondisi awal RPJPD tercapai 96,28% 

c. Penurunan Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja 

RPJPD pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJP 

tercapai 81,88%. 

d. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan 

capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap 

kondisi awal RPJP tercapai 91,19% 
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e. Penurunan Indeks Gini, dengan kinerja RPJPD 

berdasarkan capaian kinerja RPJMD pada tahun 2015 

sebesar 0,32 dari kondisi awal RPJPD tahun 2005 

sebesar 0,25. 

2. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri, 

dengan tujuan Mewujudkan masyarakat Banyumas yang 

Mandiri. Misi ini dapat dinilai dengan terciptanya: 

a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, dengan capaian 

kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap kondisi awal 

RPJPD tercapai 97,67% 

b. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku, dengan 

capaian kinerja RPJPD berdasarkan capaian kinerja 

RPJMD pada tahun 2022 sebesar 62.852,91 Milyar 

Rupiah dari capaian tahun 2008 sebesar 8.343,64 Milyar 

Rupiah. 

c. Peningkatan PDRB perkapita, dengan capaian kinerja 

RPJPD pada tahun 2022 berdasarkan kinerja akhir 

RPJMD tercapai 78,33% 

d. Peningkatan PAD, dengan capaian kinerja RPJPD pada 

tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJPD tercapai 

70,73%. 

3. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju 

dan Berdaya Saing, dengan tujuan Mewujudkan masyarakat 
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Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing. Misi ini dapat 

dilihat dengan pencapaian Peningkatan Persentase jalan 

kabupaten dalam kondisi baik, dengan capaian kinerja 

RPJPD berdasarkan kinerja RPJMD pada tahun 2022 

tercapai 73,03%. 

4. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari, 

dengan tujuan Mewujudkan masyarakat Banyumas yang 

Lestari. Misi ini dapat dilihat dengan: 

a. Tersedianya dokumen perencanaan yang berkelanjutan, 

dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 

terhadap kondisi awal RPJPD tercapai 100%. 

b. Peningkatan IKLH, dengan capaian kinerja RPJPD pada 

tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJPD tercapai 

99,36%. 

c. Peningkatan Kesesuaian penyelenggaraan tata ruang, 

dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 

terhadap kondisi awal RPJPD tercapai 99,98%. 

Jika mengacu pada penyusunan kebijakan yang baik, 

sumber dari penyusunan kebijakan dapat dihadirkan dari evaluasi 

dampak dan hasil (evaluasi), evaluasi penyusunan kebijakan 

(formulasi), dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (monitoring). 

Selain itu, proses penyusunan RPJPD dapat melakukan inovasi 

kebijakan yang sumbernya dari benchmarking daerah lain yang 
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telah sukses, serta hasil kreatifitas yang dikembangkan oleh 

perancang kebijakan. RPJPD periode 2005-2025, selama ini secara 

konsisten diterjemahkan melakukan RPJMD yang penyusunannya 

menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih. Oleh karena itu, RPJPD ini menjadi penting karena dapat 

menjadi panduan pembangunan jangka panjang dan menengah 

bagi para kandidat bupati dan wakil bupati terpilih. RPJPD harus 

mampu menjadi haluan pembangunan bagi penyelenggara 

pemerintahan dan publik di Kabupaten Banyumas.  

RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045 juga harus mampu 

menjawab isu strategis pembangunan di Kabupaten Banyumas. 

Beberapa isu strategis dalam kurun waktu 20 tahun ke depan 

antara lain:  

1. Daya saing dan produktivitas daerah serta Pertumbuhan 

Ekonomi inklusif berkelanjutan.  

2. Pengembangan wilayah dan peningkatan daya saing 

infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. 

3. Tata Kelola Pemerintahan Dinamis dan Kolaboratif. 

4. Kualitas hidup dan daya saing SDM yang berkarakter dan 

berkelanjutan serta transisi demografi menuju penduduk 

usia tua. 

5. Kemiskinan dan Pengangguran. 
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6. Keberlanjutan lingkungan hidup serta antisipasi 

perubahan iklim dan bencana. 

 

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan 

diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah 

terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya 

terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian ini didukung 

dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, 

antara lain metode Regulatory Impact Analisis (RIA) dan 

metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, 

Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)  

Pembangunan jangka panjang merupakan suatu strategi 

yang penting untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat 

sebuah daerah. Pemerintah dan masyarakat, dengan memiliki 

rencana pembangunan jangka panjang yang baik, dapat bekerja 

sama untuk menciptakan perubahan yang positif dan 

berkelanjutan. Rencana pembangunan jangka panjang daerah 

berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan kegiatan 

pembangunan dengan tujuannya yang jelas dan terukur.  

Rencana pembangunan jangka panjang daerah dalam 

konteks menyejahterakan rakyat dapat dilihat dari beberapa hal 

berikut ini:  

Pertama, Peningkatan Kualitas Hidup. RPJPD memiliki 

tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat di 

daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan 
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infrastruktur yang memadai, peningkatan aksesibilitas terhadap 

pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan lapangan 

kerja, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, 

pangan, dan perumahan. Perencanaan pembangunan dan 

pelaksanaan pembangunan penting memperhatikan tingkat 

kepuasan pada pelayanan dan kebijakan publik. Penelitian 

menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap pemberian 

layanan publik, kondisi kehidupan dan faktor pribadi, dan 

ekonomi yang tunduk pada kebijakan publik, serta kepercayaan 

pada lembaga pemerintah berkontribusi terhadap kepuasan hidup 

(Serikbayeva & Abdulla, 2022). 

Kedua, Kestabilan Ekonomi. RPJPD dapat memberikan 

stabilitas ekonomi bagi masyarakat dengan merancang rencana 

yang jelas. Pemerintah dapat mengarahkan investasi secara efektif 

ke sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan dan 

menciptakan lapangan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa 

investasi asing secara langsung, kredit domestik yang diberikan ke 

sektor swasta, nilai tukar mata uang, dan perbedaan kelembagaan 

antar negara mempunyai hubungan yang positif dengan 

pertumbuhan ekonomi, sementara angkatan kerja berhubungan 

negatif dengan pertumbuhan ekonomi (Siddik, 2023). 

Ketiga, Keberlanjutan Lingkungan. RPJPD juga harus 

mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, 
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dalam merancang program pembangunan, perencanaan harus 

memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara 

berkelanjutan, konservasi lingkungan, dan peningkatan kesadaran 

masyarakat terhadap lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa 

dimensi lingkungan yang dibangun pada kota cerdas (smart city-

built environment) yang terdiri dari tata kelola yang cerdas, 

ekonomi yang cerdas, mobilitas yang cerdas, lingkungan yang 

cerdas, dan kehidupan yang cerdas berhubungan positif dengan 

kualitas hidup warga negara, kecuali dimensi masyarakat yang 

cerdas (Dash, 2023). China berkomitmen menyelaraskan kerangka 

pembangunan ekologi hijau demi konsisten pada jalur 

pembangunan berkualitas tinggi (K. Zhang et al., 2022). Hal ini 

menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi 

pembangunan dengan memperhatikan lingkungan yang baik, akan 

mendukung terciptanya kualitas hidup yang baik bagi 

warga/publik.  

Keempat, Partisipasi Masyarakat. RPJPD juga harus 

melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pelibatan 

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

dapat meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap 

pembangunan tersebut. Melalui partisipasi masyarakat, 

kebijakan-kebijakan yang diambil akan lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi harus 
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dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan merupakan 

tujuan itu sendiri. Sehingga, pada sektor lingkungan hidup 

misalnya, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting 

dalam pengambilan keputusan untuk mengukur perlindungan 

lingkungan hidup (Mohammad & Farjana, 2018). 

Kelima, Pemajuan Potensi Lokal. RPJPD dapat menjadi 

sarana untuk memajukan potensi lokal dengan merencanakan 

pengembangan berbagai sektor yang ada di daerah, seperti 

pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan lain-lain. Hal ini akan 

memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga rencana 

pembangunan jangka panjang daerah memiliki peran yang sangat 

penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu 

penelitian menunjukkan bahwa sumber daya, dan potensi wisata 

yang lebih baik memerlukan strategi gabungan yang baik untuk 

memberi manfaat bagi penghidupan masyarakat lokal (Ramaano, 

2021), masalah perencaan juga menjadi fokus utama ketika 

potensi wisata sangat besar (Ramaano, 2022). 

Selain itu, RPJPD juga menjadi sangat penting untuk 

menyejahterakan rakyat dengan mengembangkan beberapa 

prioritas pembangunan, yaitu:  

1. Pengembangan Infrastruktur. RPJPD memungkinkan 

pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Pemerintah 
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daerah dengan adanya rencana yang jelas dapat 

merencanakan pembangunan jalan, jembatan, sukses, dan 

transportasi umum untuk memfasilitasi mobilitas 

masyarakat. Hal ini akan mempermudah aksesibilitas ke 

berbagai fasilitas dan peluang, seperti sekolah, rumah sakit, 

pusat perbelanjaan, dan lapangan kerja. Penelitian 

menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan 

pertumbuhan ekonomi berdampak pada pengentasan 

kemiskinan di BRICS (Brazil, Russia, India, China, and 

South Africa) (Chotia & Rao, 2017). Ada 6 dimensi yang 

mempengaruhi keberlanjutan proyek infrastruktur tingkat 

lokal di Thailand, yaitu manajemen dan administrasi, 

informasi dan pengetahuan, kebijakan dan rencana, 

lingkungan hidup dan sumber daya alam, sarana dan 

prasarana, serta keuangan dan anggaran (Aksorn & 

Charoenngam, 2015). 

2. Penyediaan Pangan dan Air Bersih. RPJPD dapat 

menitikberatkan perhatian pada upaya pemenuhan 

kebutuhan pangan dan air bersih bagi masyarakat. Dengan 

memperhatikan faktor-faktor seperti lahan pertanian yang 

sesuai, pengelolaan irigasi yang efisien, dan pengembangan 

sumber air bersih, pemerintah dapat memastikan pasokan 

pangan yang cukup dan aman bagi masyarakat. Kesadaran 
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akan keamanan pangan dapat dilakukan melalui program 

pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa instruktur dan 

tutor harus menekankan pada aspek sosial budaya untuk 

memfasilitasi pengetahuan keamanan pangan; selain itu 

penting menekankan pada aspek praktik dan demonstrasi 

pengetahuan keamanan pangan di laboratorium daripada 

terlalu menekankan bagian teoritis (Muhyaddin & Sabir, 

2023). Pada aspek ketahanan pangan, ada hal menarik 

tentang ketimpangan pangan antara lelaki dan perempuan 

pada kelompok miskin. Hal ini menimbulkan kerangka kerja 

baru pada kesejahteraan pangan dalam kemiskinan yang 

membantu mengidentifikasi, menantang, dan mengubah 

norma-norma budaya, struktur sosial dan stereotip gender 

yang melanggengkan hegemoni kekuasaan dalam 

kemiskinan (Voola et al., 2018). Penelitian lain membuktikan 

bahwa ketersediaan asupan makanan yang lebih tinggi saja 

tidak cukup memberikan hasil kesehatan yang lebih baik, 

kecuali jika dilakukan bersama dengan intervensi 

meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi 

(Srinita, 2018). Jika belajar dari Ghana dan Nigeria, 

keterlibatan masyarakat dalam memelihara fasilitas air 

umum menjadi sangat penting. Hal ini karena partisipasi 

masyarakat telah mengakibatkan penggunaan lubang bor 
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terus berlanjut dan menghilangkan resiko kurangnya akses 

terhadap air bersih di banyak komunitas (Mangai & De 

Vries, 2018). 

3. Penciptaan Lapangan Kerja. RPJPD dapat menciptakan 

lapangan kerja yang luas dan beragam. Dengan 

merencanakan pengembangan sektor industri, pariwisata, 

pertanian, dan sektor lainnya, pemerintah dapat 

memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Pengembangan 

sektor-sektor ini akan memberikan peningkatan pendapatan 

dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal. 

Pekerjaan pemerintah dalam menciptakan pekerjaan 

pemerintah daerah menjadi strategis juga jika dikaitkan 

dengan kelompok disabilitas. Penelitian membuktikan 

bahwa program kejuruan dapat mempengaruhi hasil 

pekerjaan bagi kaum muda penyandang disabilitas fisik 

(Hanif et al., 2017). Program peningkatan modal manusia 

(human capital development/HCD) melaporkan bahwa 

peserta yang telah memiliki pendapatan di atas garis 

kemiskinan untuk keluarga beranggotakan tiga orang, telah 

berhasil karena memiliki ciri-ciri: (1) kurikulum yang 

didesain secara spesifik menyasar sektor pekerjaan dan jenis 

pekerjaan tertentu, (2) keterlibatan pengusaha lokal dalam 

mengembangkan kurikulum dan menyediakan kesempatan 
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kerja, dan (3) adanya program dan layanan pasca 

mendapatkan pekerjaan serta peningkatan karir (Oh et al., 

2021). 

4. Pengembangan Ekonomi Lokal. RPJPD juga dapat 

merangsang pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan 

menengah serta sektor ekonomi lokal lainnya. Pembangunan 

ekonomi lokal dapat melibatkan perguruan tinggi dalam 

bentuk pengembangan sumber daya manusia, bantuan 

teknis, peningkatan kapasitas, penelitian dan analisis 

ekonomi, transfer teknologi, dan pengembangan bisnis baru 

(Fortunato et al., 2019).  

Pengembangan masyarakat lokal dalam pengembangan 

sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal 

menjadi menarik dicermati. Salah satu penelitian menunjukkan 

bahwa perencanaan kebijakan sektor pariwisata harus 

memperhatikan pengetahuan masyarakat dan dukungan terhadap 

pariwisata yang sangat mempengaruhi pengembangan keunggulan 

kompetitif destinasi wisata pedesaan (Chin et al., 2017). Penelitian 

lain menunjukkan bahwa pengusaha kecil wisata kuliner lokal di 

negara Swedia, Italia dan Spanyol yang terus berusaha menjaga 

keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya telah 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan 

kerja di negara mereka (Brozović et al., 2024). 
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Penyusunan RPJPD dapat dilakukan dengan Regulatory 

Impact Analysis (RIA). RIA merupakan pendekatan sistematis 

untuk mengevaluasi potensi konsekuensi dari regulasi baru 

terhadap masyarakat dan ekonomi. RIA biasanya terdiri dari 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Identifikasi masalah: Analisis dimulai dengan 

mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin diatasi 

oleh regulasi baru. Misalnya, apakah sistem baru ini 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kesetaraan, atau 

perlindungan lingkungan. 

2. Analisis Solusi Alternatif: Berbagai solusi alternatif 

dievaluasi untuk menemukan pendekatan terbaik dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap solusi dianalisis 

dari sudut pandang keuntungan, biaya, dan dampaknya 

terhadap masyarakat dan ekonomi. 

3. Evaluasi dampak: Dampak dari setiap solusi alternatif 

dievaluasi secara rinci, termasuk dampaknya terhadap 

masyarakat (misalnya, efek sosial, kesehatan, dan 

keamanan) dan dampaknya terhadap keuangan negara 

(misalnya, biaya implementasi dan pemeliharaan). 

4. Pengembangan dan Implementasi Kebijakan: Berdasarkan 

evaluasi dampak, kebijakan yang paling sesuai dipilih untuk 

diimplementasikan. Selama proses implementasi, 
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pemantauan dan evaluasi terus dilakukan untuk 

memastikan bahwa kebijakan tersebut berhasil mencapai 

tujuan yang diinginkan dan dampaknya terhadap 

masyarakat dan keuangan negara dapat dikelola. 

Selain itu, RPJPD juga dapat disusun dengan menggunakan 

metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, 

Process, and Ideology (ROCCIPI). Metode ini bertujuan untuk 

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan 

atau regulasi baru, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dapat 

diterima atau ditolak oleh masyarakat dan stakeholder lainnya. 

ROCCIPI melibatkan langkah-langkah berikut: 

1. Rule (aturan): Analisis tentang bagaimana aturan atau 

regulasi baru tersebut dirancang dan diimplementasikan. 

2. Opportunity (Kesempatan): Evaluasi tentang peluang dan 

tantangan dalam mengimplementasikan aturan baru, 

termasuk apakah infrastruktur dan sumber daya sudah 

siap. 

3. Capacity (Kapasitas): Penilaian terhadap kemampuan 

lembaga atau individu untuk mematuhi dan menegakkan 

aturan baru. 

4. Communication (Komunikasi): Strategi komunikasi yang 

efektif untuk memperkenalkan aturan baru kepada 

masyarakat dan stakeholder lainnya. 
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5. Interest (Minat): Identifikasi stakeholder yang terpengaruh 

dan kepentingan mereka terhadap aturan baru tersebut. 

6. Process (Proses): Tinjauan terhadap proses politik dan 

administratif dalam pembuatan dan implementasi aturan 

baru. 

7. Ideologi (Ideologi): Analisis tentang nilai-nilai, keyakinan, dan 

ideologi yang mungkin mempengaruhi persepsi terhadap 

aturan baru. 

Dengan menggabungkan kedua metode ini, kajian terhadap 

implikasi penerapan sistem baru dalam Undang-Undang atau 

Peraturan Daerah dapat memberikan pemahaman yang 

komprehensif tentang dampaknya terhadap kehidupan 

masyarakat dan beban keuangan negara serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan dan implementasinya. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua 

puluh) tahun, dalam hal ini untuk periode 2025-2045.  RPJPD 

tersebut disusun dalam rangka mengatasi permasalahan yang 

masih ada  dan hal-hal lain yang mungkin timbul seiring dengan 

dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan 

teknologi, serta perkembangan kondisi global yang dapat 

mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik secara nasional 

maupun regional.  Identifikasi permasalahan pembangunan 
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daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum 

daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek 

daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil 

evaluasi capaian kinerja RPJPD Tahun 2005-2025. Hasil 

identifikasi permasalahan pembangunan daerah tersebut 

dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan sebagai 

landasan untuk merencanakan berbagai program pembangunan 

sebagai solusi yang tepat.  

Hasil pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten 

Banyumas dalam 20 tahun yang akan datang akan dinikmati oleh 

generasi-generasi muda saat ini dan generasi-generasi yang akan 

datang, sehingga perencanaan yang disusun sudah seharusnya 

mempertimbangkan kebutuhan generasi-generasi tersebut di masa 

sekarang dan masa yang akan datang.  

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, dapat diketahui 

bahwa permasalahan di Kabupaten Banyumas yang masih relevan 

dalam 20 tahun ke depan dan memerlukan perencanaan 

kebijakan yang relevan sebagai solusi  masalah adalah terkait 

dengan: 

1. Kondisi Demografi yang rentan 

Berdasarkan data dari Dokumen GDPK (2023) potensi 

penduduk usia produktif masih mendominasi, yaitu 68,63% dari 

total penduduk. Kondisi ini yang disebut sebagai Bonus 
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Demografi. Potensi besarnya jumlah penduduk usia produktif 

tersebut diharapkan benar-benar nyata menjadi bonus bukan 

menjadi burden bagi pembangunan yang dilaksanakan. Oleh 

karena itu untuk optimalisasi bonus demografi tersebut maka 

peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting, baik dari sisi 

pendidikan maupun kesehatan. Walaupun berdasarkan data BPS 

terlihat bahwa nilai IPM Kabupaten Banyumas terus 

menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2023 mencapai angka 

73,86 (SP2020) dan termasuk kategori tinggi karena berada 

rentang  70≤IPM<80, tetapi untuk mampu mempertahankan dan 

terus meningkatkan nilai IPM tersebut, maka upaya peningkatan 

kualitas SDM itu tetap harus menjadi perhatian.  Demikian juga,  

dari sisi kesehatan, walaupun dari indikator Angka Harapan 

Hidup di Kabupaten Banyumas menunjukkan kecenderungan 

yang meningkat dan pada tahun 2023 mencapai angka 74,20, 

tetapi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tetap perlu 

menjadi fokus perhatian juga.  

Dalam aspek pendidikan, diperlukan adanya kemudahan 

akses pendidikan pada semua level pendidikan, baik pendidikan 

formal maupun informal. Salah satu yang menjadi kendala untuk 

akses pendidikan adalah biaya pendidikan yang di luar jangkauan 

bagi masyarakat yang termasuk kelompok miskin. Berdasarkan 

data BPS diketahui bahwa persentase penduduk miskin di 
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Kabupaten Banyumas, walaupun menurun dari 22,02%  (tahun 

2005) menjadi 12,53% (tahun 2023), tetapi angka tersebut masih 

lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi 

Jawa Tengah, pada tahun 2023 sebesar 10,77%.  Demikian juga 

dengan aspek kesehatan. Keterjangkauan akses kesehatan bagi 

masyarakat sangat penting, baik dari sisi biaya maupun sisi 

ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Peningkatan 

pendidikan dan kesehatan masyarakat akan meningkatkan 

produktivitas masyarakat. Peningkatan produktivitas ini akan 

berdampak pada peningkatan output dan pendapatan  

masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat selanjutnya 

akan memberikan akselerasi bagi pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan, melalui peningkatan daya beli masyarakat dari sisi 

permintaan dan kemudian akan mendorong peningkatan sisi 

penawaran. Selanjutnya, peningkatan sisi penawaran akan 

mendorong berkembangnya investasi dan penciptaan lapangan 

kerja baru. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM akan 

dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Hal ini sesuai 

dengan Teori Keynes (Mankiw, 2013) dan juga sejalan dengan hasil 

penelitian Saputri et al., (2023) yang  menunjukkan bahwa 

pendidikan dan PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. 

Artinya bahwa peningkatan pendidikan dan PDRB dapat 

menurunkan kemiskinan. Dalam kondisi kualitas SDM yang baik, 
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bonus demografi akan dapat mendorong peningkatan 

perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan 

berupa alokasi anggaran yang memadai untuk pendidikan dan 

kesehatan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kebijakan 

mandatory spending penting untuk dipatuhi oleh setiap 

pemerintah daerah.  Kebijakan mandatory spending adalah dengan 

mengalokasikan belanja wajib di bidang pendidikan sebesar 20% 

(Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 amandemen keempat) dan bidang 

kesehatan 10% (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  

Di sisi lain, untuk mengatasi terjadinya peningkatan beban 

ketergantungan, maka perlu adanya pengendalian jumlah 

penduduk karena berdasarkan data yang ada tampak bahwa 

jumlah penduduk usia non produktif di Kabupaten Banyumas 

pada tahun 2022 banyak disumbang oleh jumlah penduduk di 

bawah usia produktif (0-14 tahun) sebesar 21,87%,  sedangkan 

9,5% nya penduduk usia non produktif diatas 65 tahun. Dalam 

kondisi tersebut besarnya beban ketergantungan mencapai 

44,90%, walaupun kondisinya menunjukkan bahwa kabupaten 

Banyumas berada dalam kategori bonus demografi karena nilainya 

masih dibawah 50%. Pengendalian jumlah penduduk perlu 

disertai dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan bagi 

penduduk usia belum produktif tersebut sehingga dalam jangka 

panjang selanjutnya mereka akan menjadi penduduk yang 
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produktif dan tetap dapat memberikan bonus demografi bagi 

perekonomian Kabupaten Banyumas.  

Untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi, maka 

kebijakan peningkatan kualitas SDM perlu ditunjang dengan 

peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memadai 

sebagaimana diatur bahwa kebijakan mandatory spending dalam 

bidang infrastruktur sebesar 25% (UU Nomor 15 Tahun 2017 

Tentang APBN TA 2018).  

Kondisi pemenuhan mandatory spending untuk Kabupaten 

Banyumas tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 1. Apabila 

melihat data pada Tabel 1, Kabupaten  Banyumas sudah mampu 

memenuhi mandatory spending, baik di bidang pendidikan, 

kesehatan, maupun infrastruktur. Tetapi untuk ke depannya 

pemenuhan ini perlu terus ditingkatkan atau minimal dalam 

kondisi yang stabil, karena jika diperhatikan untuk bidang 

pendidikan, proporsinya mengalami penurunan dari tahun 2018 

ke tahun 2022.  Untuk bidang kesehatan menunjukkan proporsi 

yang terus meningkat sedangkan untuk bidang infrastruktur 

proporsinya fluktuatif.   

Salah satu infrastruktur yang sangat penting  sebagai 

penggerak ekonomi daerah adalah ketersediaan pasar desa. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengalokasikan 

sebagian dana desa untuk membangun dan mengembangkan 
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pasar desa.  Dalam pengembangan pasar desa langkah-langkah 

yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi potensi lokal, 

meningkatkan kualitas produk,  pemasaran dan promosi, 

pembangunan infrastruktur pelengkap pasar desa, kerjasama 

dengan pihak yang relevan seperti pemerintah, lembaga 

pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kerjasama dapat 

dilakukan dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, dan dukungan 

teknis dalam pengembangan pasar desa,  dan pengembangan 

ekosistem pertanian yang berkelanjutan, seperti penggunaan 

metode pertanian ramah lingkungan, pengurangan pestisida, dan 

diversifikasi tanaman.  Keberadaan pasar desa dapat bermanfaat 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mendorong 

pengembangan UKM dan memajukan sektor pariwisata di daerah 

pedesaan.
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Tabel 1. 

Pemenuhan Mandatory Spending Kabupaten Banyumas 

Tahu

n 

Pendidikan (20%) Kesehatan (10%) Infrastruktur (25%) 

Realisasi Belanja APBD 

Mandat

ory 

Spendi

ng 

Realisasi APBD 

Mand

atory 

Spend

ing 

Realisasi DTU 

Mand

atory 

Spend

ing 

2018 

        

1,115,095,101,773  

 

3,265,930,000,000  

           

34.14  

  

599,596,933,450  

  

3,265,930,000,000  

         

18.36  

  

329,957,682,488  

  

1,416,880,000,000  

         

23.29  

2019 
        

1,139,967,040,413  

 

3,434,930,000,000  

           

33.19  

  

643,824,214,970  

  

3,434,930,000,000  

         

18.74  

  

321,094,779,917  

  

1,473,750,000,000  

         

21.79  

2020 

   

1,095,735,451,513.00  

 

3,330,190,000,000  

           

32.90  

  

675,219,365,516  

  

3,330,190,000,000  

         

20.28  

  

219,094,410,573  

  

1,358,640,000,000  

         

16.13  

2021 
   

1,128,126,970,750.00  

 

3,487,720,000,000  

           

32.35  

  

807,376,914,893  

  

3,487,720,000,000  

         

23.15  

  

552,474,234,997  

  

1,351,190,000,000  

         

40.89  

2022 

      

887,722,352,498.00  

 

3,426,410,000,000  

           

25.91  

  

841,668,227,336  

  

3,426,410,000,000  

         

24.56  

  

515,322,008,317  

  

1,352,020,000,000  

         

38.11  

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
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Pemenuhan mandatory spending yang bersifat konsisten dan 

terus meningkat perlu menjadi fokus perhatian untuk jangka 

panjang selanjutnya mengingat ketiga aspek ini sangat penting 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.  Dengan 

pengalokasian belanja wajib tersebut diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang 

lebih baik, serta penduduk usia produktif dapat menjadi lebih 

mandiri dan berdaya saing secara ekonomi sehingga kondisi 

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

berkelanjutan. 

2. Masih tingginya kemiskinan  dan pengangguran 

Jumlah penduduk miskin pada umumnya banyak terdapat di 

wilayah perdesaan. Karakteristik penduduk miskin pada 

umumnya adalah berpendidikan rendah dan bekerja di sektor 

pertanian sebagai buruh dan dengan kepemilikan lahan yang 

relatif kecil atau bahkan tidak memiliki lahan.  Ciri lain dari 

penduduk miskin adalah mayoritas bekerja di sektor informal. 

Dengan demikian terlihat bahwa faktor penyebab kemiskinan 

adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya.  

Salah satu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan yang 

diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan adalah 

melalui pemberdayaan masyarakat supaya mereka mampu 

mandiri, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Potensi 
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berkembangnya UMKM di perdesaan sudah seharusnya mendapat 

perhatian lebih untuk waktu-waktu yang akan datang karena  

UMKM relatif memiliki tingkat resiliensi yang lebih kuat dalam 

menghadapi goncangan ekonomi. Apalagi Kabupaten Banyumas 

memiliki potensi UMKM yang relatif besar. Data yang ada 

menunjukkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas menunjukkan 

perkembangan yang baik. Dalam lima tahun terakhir jumlah 

UMKM terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 

peningkatan sebesar 7%. Berdasarkan data, dengan 

membandingkan jumlah UMKM dan jumlah tenaga kerja UMKM, 

maka rata-rata setiap unit usaha dalam lima tahun terakhir, 

mempekerjakan 1-2 orang pekerja.  

Sampai dengan tahun 2022 Usaha Mikro dan Kecil yang telah 

memiliki izin usaha mencapai 46,67% dari total Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah yang ada sebanyak 87.590 unit. Sedangkan yang 

memperoleh fasilitas permodalan usaha dari pemerintah sebesar 

10.511 orang atau 12%. Sebagian besar UMKM memperoleh 

permodalan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana 

bergulir. Namun, walaupun demikian masih perlu kebijakan yang 

memberikan kemudahan bagi UMKM untuk memperoleh ijin 

usaha karena masih relatif besarnya UMKM yang belum memiliki 

ijin usaha sebagai aspek legalitas yang penting untuk 
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pengembangan usaha. Demikian juga perlu adanya dukungan 

untuk mendapatkan kemudahan akses modal dan akses pasar.  

Kedua hal tersebut yang menjadi kendala utama UMKM pada 

umumnya. 

Salah satu solusi untuk menjembatani permasalahan yang 

dihadapi UMKM adalah dengan mengoptimalkan peran koperasi 

dan BUMDES. BUMDES sebagai badan usaha milik desa mesti 

dapat menjalankan perannya baik sebagai institusi sosial maupun 

institusi komersial. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, per Juni 2022, di Kabupaten 

Banyumas terdapat 271 desa yang memiliki BUMDES. Namun 

BUMDES belum menjalankan fungsinya secara optimal. Sutikno, 

Rosyadi, dan Kurniasih (2018) menunjukkan bahwa BUMDES di 

Kabupaten Banyumas baru berfungsi sebagai institusi sosial, 

belum berfungsi sebagai institusi komersial. Padahal jika UMKM 

dan BUMDES terkoneksi secara kelembagaan, dapat menjadi 

peluang akselerasi bagi pengembangan kedua belah pihak untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian 

Badriah, Rahajuni, dan Barokatuminalloh (2022) menunjukkan 

bahwa dalam pengembangan UMKM dan BUMDES serta upaya 

menjalin kerjasama yang optimal diantara keduanya diperlukan 

berbagai strategi yang tepat, mengingat kedua pihak sangat 

terbuka untuk menjalin kerjasama satu sama lain.  
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Pengembangan BUMDES dan UMKM menjadi salah satu 

upaya untuk melaksanakan pembangunan inklusif. Terkoneksinya 

kedua lembaga yang menjadi potensi kekuatan ekonomi desa akan 

menjadi pendorong berkembangnya pemberdayaan masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dapat dilakukan 

melalui pemberian bantuan modal, baik dalam bentuk finansial 

atau dalam bentuk lainnya,  seperti bibit yang unggul, subsidi 

pupuk, kemudahan akses pasar. Namun yang paling penting 

bahwa untuk mencapai hasil optimal dalam penanganan 

kemiskinan adalah perlu didukung dengan data penerima bantuan 

yang akurat sehingga tepat sasaran dan tepat guna.  Terkait 

dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah dapat 

mengoptimalkan pemanfaatan sistem data base jumlah penduduk 

miskin. Dalam hal ini diperlukan dukungan tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi di bidang  Informasi dan Teknologi yang 

memadai. Disamping itu juga, untuk mengoptimalkan hasil dari 

pemberdayaan masyarakat, yang tidak kalah penting adalah 

dilakukannya pendampingan secara berkelanjutan untuk terus 

memonitor dan memotivasi mereka dalam melakukan aktivitas 

produktifnya. Hal ini seperti dibuktikan dari studi empiris yang 

dilakukan oleh Rahajuni dan Badriah (2011) bahwa kegiatan 

pendampingan mampu mendorong motivasi masyarakat untuk 

terus melakukan aktivitas produktifnya dan sekaligus adanya 
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upaya dari pihak pendamping untuk  terus meningkatkan 

kompetensi masyarakat dalam melakukan usahanya serta 

mengoptimalkan modal sosial yang ada.  Berdasarkan hasil 

evaluasi Rahajuni, et al. (2018), keberhasilan kelompok 

masyarakat dalam mencapai tujuan dari aktivitas pemberdayaan 

masyarakat adalah karena mereka memiliki modal sosial yang 

cukup kuat, dalam bentuk ketersediaan aturan (norm) yang 

mengikat mereka dalam suatu kelompok, adanya saling percaya 

antaranggota kelompok (trust), dan adanya jalinan relasi kerja 

sama (networking) yang relatif baik dengan dukungan kemampuan 

kepemimpinan kelompok yang lebih memadai dalam 

menggerakkan aktivitas kelompoknya. Sedangkan kelompok yang 

kurang berhasil dalam mencapai tujuannya adalah karena modal 

sosial mereka yang relatif lemah. Dengan demikian, maka modal 

sosial menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam melakukan 

suatu aktivitas selain modal manusia dan modal finansial 

Disamping itu, pemerintah juga dapat mengembangkan 

wilayah perdesaan dengan membangun infrastruktur desa 

sehingga dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk mendorong 

berkembangnya ekonomi desa. Diharapkan investasi yang 

dilakukan adalah investasi yang bersifat padat karya sehingga 

dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja di wilayah tersebut.  
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Terkait dengan masalah pengangguran,  dapat diketahui 

bahwa  terjadinya pengangguran, bukan hanya karena tidak 

adanya kesempatan kerja, tetapi dapat juga terjadi karena 

ketidaksesuaian antara kesempatan kerja yang tersedia dengan 

kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Berdasarkan data BPS 

Kabupaten Banyumas dapat diketahui bahwa mayoritas 

pengangguran adalah mereka yang berpendidikan SD dan  SMA.  

Sebagai solusinya tentu saja perlu kebijakan yang terkait dengan 

peningkatan kualitas SDM, melalui penyediaan berbagai program 

pelatihan keterampilan, pengembangan pendidikan-pendidikan 

informal yang dapat memberikan tambahan kompetensi kerja, 

termasuk berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan usaha-usaha kreatif dengan berbagai 

keterampilan yang  mendukung pemanfaatan teknologi untuk 

dapat menciptakan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, 

kebijakan untuk mensinergikan antara kurikulum lembaga 

pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha menjadi sangat 

penting. Demikian juga upaya sosialisasi berbagai kesempatan 

kerja yang tersedia untuk terus dapat difasilitasi oleh pemerintah 

daerah dengan dinas teknis yang terkait sehingga masyarakat luas 

dapat  mengakses berbagai informasi kesempatan kerja yang 

tersedia.   
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Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran tersebut 

dibutuhkan adanya dukungan pertumbuhan ekonomi yang 

optimal.  Hukum Okun menyatakan bahwa jika terjadi 

peningkatan pengangguran 1% akan menurunkan GDP sebesar 2-

3% dan sebaliknya (Mankiw, 2007). Jika pengangguran meningkat 

maka akan menyebabkan sisi permintaan berubah dimana 

permintaan menjadi turun dan hal ini pada akhirnya akan 

berdampak pada turunnya sisi penawaran. Atau dengan kata lain, 

jika pengangguran menurun sebesar 1% maka dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2-3%.  

Salah satu cara untuk mengurangi pengangguran adalah 

dengan adanya  investasi yang memadai. Dengan demikian, perlu 

kebijakan untuk meningkatkan investasi. Karena menurut hukum 

Okun terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi 

dengan pengangguran.  

Secara teoritis, teori Harrod-Domar menunjukkan adanya 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi, yaitu 

yang dikenal dengan istilah Incremental Capital Output 

Ratio (ICOR). Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yaitu suatu 

angka yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) 

baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit 

output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). 
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Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyumas, dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2021 besarnya  nilai Penanaman 

Modal Tetap Bruto (sebagai indikator investasi) adalah sebesar Rp 

14.300.175, 88  (juta rupiah)  dan tambahan nilai PDRB tahun 

2022 dari tahun 2021 adalah sebesar Rp2.382.696,36  (juta 

rupiah) sehingga dapat diketahui nilai ICOR-nya adalah sebesar 

6,00. Ini berarti bahwa untuk meningkatkan output (PDRB) 

sebesar Rp 1 juta diperlukan investasi sebesar Rp 6 juta. Semakin 

tinggi nilai ICOR berarti semakin besar investasi yang dibutuhkan 

untuk menambah satu satuan output, dan sebaliknya. ICOR yang 

tinggi menunjukkan adanya inefisiensi dalam investasi.   

Untuk meningkatkan efisiensi dalam investasi, maka 

pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat mengantisipasi 

risiko bisnis.  Ada beberapa risiko bisnis yang dapat dikendalikan 

pemerintah, namun ada beberapa risiko bisnis yang berada di luar 

kendali pemerintah karena merupakan domain mekanisme pasar. 

Risiko politik tentang kenyamanan dan keamanan berinvestasi, 

kemudahan perizinan, tingkat upah dan beberapa faktor lain tentu 

menjadi domain pemerintah untuk menciptakan regulasi 

sedemikian rupa sehingga efisiensi investasi meningkat, ICOR 

menurun, dan tentu saja akan menstimulasi investasi, baik PMDN 

maupun PMA. 
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Peningkatan investasi yang efisien menjadi sangat penting 

karena investasi tersebut dapat memberikan multiplier effect bagi 

perekonomian. Investasi yang meningkat dapat meningkatkan 

lapangan kerja, kemudian meningkatkan jumlah tenaga kerja yang 

terlibat, selanjutnya hal ini akan meningkatkan konsumsi 

masyarakat, dan kemudian mendorong peningkatan sisi 

produksinya. Dengan demikian perekonomian secara keseluruhan 

akan meningkat. 

Namun, kondisi investasi di Kabupaten Banyumas 

dideskripsikan berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Banyumas 

tahun 2022, walaupun persentase pertumbuhan nilai investasi 

terus meningkat signifikan dari tahun 2018 sebesar 23,23% 

menjadi 62,74% pda tahun 2022 dan jumlah proyek investasi juga 

naik dari 183 proyek tahun 2018 menjadi 824 proyek pada tahun 

2022, tetapi jumlah tenaga kerja terserap mengalami penurunan 

dari 1.406 orang pada tahun 2018 menjadi 1.022 orang pada 

tahun 2022, dan mencapai jumlah yang relatif tinggi pada tahun 

2021 yaitu 5.521 orang. Kondisi yang relatif sama terjadi dalam 

rasio daya serap tenaga kerja, yang menurun dai 7,68 pada tahun 

2018 menjadi 1,24 pada tahun 2022.  Fenomena tersebut 

menunjukkan bahwa investasi yang berkembang di Kabupaten 

Banyumas lebih bersifat padat modal sehingga dampak terhadap 

inklusifitas proses pembangunan menjadi lebih rendah dan 
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kurang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi 

di Kabupaten Banyumas.  

Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang bersifat 

pemberdayaan masyarakat itu sangat penting yang dilakukan 

secara bersamaan dengan peningkatan kualitas SDM. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Badriah, et al., (2019) yang 

menunjukkan bahwa investasi, kualitas SDM, dan infrastruktur 

berdampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan 

produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan produktivitas ini akan 

mengakselerasi peningkatan perekonomian, baik dari sisi 

permintaan maupun sisi penawaran. 

 

3. Peningkatan daya saing ekonomi dan produktivitas daerah 

serta pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif dan 

berkelanjutan 

Daya saing merupakan kemampuan suatu unit ekonomi, 

yaitu perusahaan atau industri, daerah atau negara, dalam 

memproduksi dan menjual barang dan jasa di pasar, yang tingkat 

keberhasilannya diukur sebagai kinerja. Perspektif ilmu ekonomi 

memahami bahwa peningkatan daya saing sebagai peningkatan 

kemampuan suatu unit ekonomi dalam menghasilkan output 

dengan lebih efisien sehingga mampu bersaing di pasar (Indiastuti, 
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2016).  Dengan demikian daya saing ekonomi berkaitan dengan 

kemampuan menciptakan efisiensi. Efisiensi yang meningkat 

dapat mendorong produktivitas juga meningkat.  

Capaian daya saing suatu unit ekonomi ditentukan oleh 

kinerja produktivitas atas penggunaan tenaga kerja, modal, dan 

sumberdaya alam dalam menghasilkan nilai tambah yang 

maksimum. Produktivitas antar unit ekonomi dapat berbeda 

bergantung pada peningkatan kapabilitas mikroekonomi pada 

suatu perusahaan dan kemampuan bersaing.  Seiring dengan 

peningkatan produktivitas, diimplementasikan strategi perluasan 

ukuran pasar, baik global maupun domestik,  sehingga jalur 

ekspansi dapat dijalankan dengan tetap menjaga efisiensi.  

Peningkatan produktivitas dan daya saing lebih difokuskan pada 

optimalisasi potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah secara 

efisien dan produktif.  

Membentuk daya saing industri di tingkat daerah dan 

nasional membutuhkan kebijakan ekonomi yang saling 

menguatkan. Kesuksesan pembangunan daya saing secara bottom-

up adalah jika mampu mengolah potensi dan kapasitas lokal 

dengan prinsip efisiensi. 

Merujuk pada Besanko (2013), pengembangan daya saing 

oleh daerah tidak lain adalah penciptaan nilai yang dilakukan 

secara terus menerus. Dari sisi produsen, penciptaan nilai 
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dilakukan melalui target margin sebagai selisih antara harga dan 

biaya. Untuk memiliki daya saing, maka rata-rata biaya produksi 

harus di bawah harga pasar. Dari sisi konsumen, penciptaan nilai 

dibangun melalui diperolehnya benefit akibat harga produk yang 

dibelinya dapat terjangkau. Peningkatan pendapatan konsumen 

akan mendorong peningkatan  permintaan produk yang semakin 

beragam dan berkualitas namun dengan harga yang tetap 

terjangkau. Secara agregat, konsep penciptaan nilai terealisasikan 

jika benefit lebih besar daripada biaya, atau dengan kata lain ada 

surplus yang dirasakan  baik oleh konsumen maupun oleh 

produsen. 

Kerangka pengembangan daya tarik ekonomi daerah sebagai 

ukuran pengembangan daya saing ekonomi suatu wilayah harus 

dalam kerangka lingkungan makro dan global yang terintegrasi 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keterbukaan 

ekonomi suatu daerah menjadi syarat pengembangan daya saing 

daerah melalui kemudahan interaksi daerah merespon 

perkembangan dinamis global.  

Untuk mendukung pengembangan daya saing daerah dan 

produktivitas daerah diperlukan adanya pengembangan knowledge 

dan inovasi yang terus menerus. Dengan demikian peningkatan 

kegiatan riset, pendidikan, dan inovasi (R & D) menjadi salah satu 

indikator bahwa daerah mampu berinteraksi dengan global. Suatu 
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daerah dikatakan memiliki daya saing jika memiliki kemampuan 

untuk terus menumbuhkan unit usaha eksisting, menarik 

investor, dan mengundang unit usaha baru untuk menjalankan 

usahanya di daerah tersebut. Indikator tumbuhnya daya saing 

adalah peningkatan pangsa pasar dan memunculkan dampak 

terhadap peningkatan standar hidup masyarakat (Storper, 1997; 

Kitson et al., 2004). Menurut Meyer-Stamer (2008), daya saing 

suatu daerah adalah kemampuan lokal atau daerah untuk 

meningkatkan pendapatan yang relatif tinggi dan secara terus 

menerus serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Kebijakan pemerintah yang bersifat pro-daya saing termasuk 

penyediaan infrastruktur fisik, seperti transportasi, kawasan 

industri, fasilitasi pengembangan teknologi, promosi ekspor, dan 

kebijakan spesifik pengembangan daya saing industri sesuai 

potensi masing-masing daerah.  

Strategi yang dapat dijalankan daerah untuk menumbuhkan 

keunggulan kompetitif menurut Porter (1990-2011) berbasis pada 

human capital dan ketersediaan sumberdaya alam untuk 

menghasilkan output yang berkualitas, bersaing di pasar, dan 

menciptakan permintaan pasar yang terus menerus.  

Peningkatan human capital secara terus menerus akan 

berdampak pada pertumbuhan output dalam jangka panjang 

(Mankiw, 2007). Pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh 



91 
 

tenaga kerja diyakini merupakan faktor input penting dalam 

proses inovasi (Nelson & Phelps, 1966). Indikator keberhasilan 

inovasi adalah peningkatan pangsa pasar industri, terbangunnya 

industri berdaya saing, dan peningkatan pendapatan masyarakat 

dan daerah. Strategi menumbuhkan daya saing daerah: 

a. Meningkatkan dan menguatkan keunggulan bersaing dari 

sektor-sektor unggulan. 

b. Untuk produk unggulan yang sudah eksisting, diperlukan 

strategi penumbuhan daya saing melalui sumber keunggulan 

seperti menjamin harga bersaing, produk berkualitas, dan 

memberikan layanan superior menyesuaikan kebutuhan 

pasar. Daya saing atas produk unggulan akan lebih mudah 

diwujudkan karena kontribusi tenaga kerja yang produktif 

dan dukungan masyarakat yang terdidik dan terampil.  

c. Pengembangan riset dan inovasi yang dilakukan melalui 

kerjasama antara lembaga pendidikan, lembaga riset, dan 

pemerintah. 

d. Peningkatan skala ekonomis melalui aglomerasi industri. 

Untuk membangun daya saing daerah diperlukan 

infrastruktur kawasan atau cluster industri. Adanya kawasan 

industri dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan yang 

efisien dan inovatif akan mengakselerasi aliran investasi ke suatu 

daerah dan mendorong peningkatan ekspor. Kawasan industri 
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yang efisien atau produktif membutuhkan dukungan pemerintah 

untuk menciptakan iklim investasi yang berkualitas. Strategi 

untuk menumbuhkan produktivitas di dalam jangka menengah 

dan panjang antara lain melalui aglomerasi ekonomi yang dinamis.  

Pemerintah membangun kawasan industri untuk tujuan 

meningkatkan efisiensi industri atau menciptakan skala ekonomis 

industri, daya tarik investasi, dan pembangunan infrastruktur 

pendukung.  

Aglomerasi merupakan upaya pemusatan beberapa 

perusahaan ke dalam sebuah wilayah khusus untuk dapat 

meningkatkan efisiensi yang dapat berdampak pada diperolehnya 

laba maksimal. Aglomerasi industri dikenal juga dengan istilah 

Kawasan Industri. Dalam kawasan industri terdapat berbagai 

perusahaan yang memiliki keterkaitan, termasuk UMKM di sekitar 

kawasan sebagai komplementer (Porter, 2000; Lindqvist, 2009). 

Kawasan industri yang dikelola pemerintah pada umumnya 

merupakan kumpulan industri yang beroperasi dari hulu ke hilir 

dan berdasarkan faktor produksi yang dimiliki daerah tersebut, 

seperti agroindustri, industri tekstil dan produk tekstil, serta 

industri pertambangan migas, logam dan non logam. Dekat 

kawasan industri dapat dibangun sentra (cluster) industri, yang 

umumnya didominasi oleh kelompok industri kecil dan menengah 

untuk menghasilkan jenis produk yang serupa, seperti industri 
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makanan dan minuman, industri kerajinan, batik, produk tekstil, 

dan sebagainya. Efek dari pertumbuhan produktivitas perusahaan 

di kawasan industri maupun sentra akan mendorong 

tumbuhannya sektor pendukung terutama jasa dan perumahan. 

Akselerasi keterkaitan antar sektor ekonomi, baik ke depan 

maupun ke belakang, mendorong penciptaan lapangan kerja 

sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita dan standar hidup 

masyarakat. Kemajuan daerah selanjutnya dapat mengakselerasi 

pertumbuhan daya saing daerah.  

Apabila dilihat berdasarkan data BPS Kabupaten Banyumas, 

dapat diketahui bahwa sektor-sektor unggulan Kabupaten 

Banyumas antara lain sektor pertanian, sektor industri 

pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata dan 

ekonomi kreatif. Penguatan sektor-sektor unggulan perlu 

dilakukan melalui proses pendampingan dan  bimbingan teknis 

untuk membekali masyarakat dengan berbagai kompetensi yang 

dibutuhkan sehingga output sektor-sektor unggulan dapat 

terealisasi secara optimal dan dapat memberikan spread effect 

bagi pengembangan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, untuk 

mendukung hal tersebut diperlukan adanya kolaborasi dari 

berbagai stakeholders. 

Determinan lain yang sangat penting dalam mendukung 

penumbuhan daya saing daerah adalah peranan pembiayaan 
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perbankan. Peranan perbankan adalah menyalurkan pembiayaan 

untuk subsektor/industri prioritas dan unggulan secara 

terintegrasi. Integrasi pembiayaan menelusuri rantai produksi 

subsektor atau industri yang memiliki keterkaitan kuat (strong 

linkages) akan menghasilkan benefit bagi perbankan dan juga bagi 

perekonomian. Perlu ada perubahan paradigma produk kredit 

perbankan, dari semula mempraktekkan dari sisi manajemen 

aliran pembiayaan menelusuri supply chain pembiayaan yang 

berupa kredit modal kerja bergeser menjadi pembiayaan yang 

membangkitkan value yang lebih besar karena fokus pada 

subsektor atau industri prioritas yang mampu mendorong daya 

saing perekonomian. Pembiayaan perbankan perlu terintegrasi 

pada sub sektor yang memiliki keterkaitan tinggi, baik ke hilir 

maupun ke hulu,  yang disebut sebagai leading sector.  

Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui partnership, 

yaitu kolaborasi antara lingkungan, perusahaan, masyarakat, 

kelembagaan, dan pemerintah daerah; terlihat dalam Tabel 2. 

Tabel 2.  

Sumber keunggulan bersaing pendorong kolaborasi dan kerjasama 

 Sumber Keunggulan 

Lingkungan (Daerah) Ketersediaan SDA, struktur ekonomi, 

lokasi strategis 
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Perusahaan Efisiensi biaya, harga bersaing, produk 

berkualitas, layanan baik, ragam 

produk,  pertumbuhan laba 

Masyarakat Terdidik, bertalenta, produktif, tingkat 

pendapatan, tidak timpang 

Kelembagaan Terkait untuk meningkatkan human 

capital: riset, inovasi, pembiayaan 

Pemerintah Daerah Terkait kemampuan membangun 

daerah: infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan, menekan kemiskinan, 

menekan ketimpangan, menciptakan 

lapangan kerja, dan berbagai kebijakan 

 

Daerah yang berdaya saing dan produktif diharapkan dapat 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu 

pertumbuhan ekonomi tidak sekedar memperhatikan angka yang 

tinggi tetapi juga dapat memeratakan distribusi pendapatan. Oleh 

karena itu, dalam proses penciptaan pertumbuhan ekonomi 

tersebut perlu melibatkan seluruh masyarakat dalam proses 

pembangunan. Dengan demikian akan tercipta pertumbuhan 

ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Strategi yang dapat 

dilakukan adalah dengan pemberdayaan masyarakat dan upaya 
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untuk terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 

sehingga dapat tercipta pertumbuhan ekonomi inklusif.  

 

5. Keberlanjutan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan 

iklim dan bencana 

Untuk menciptakan adanya keberlanjutan lingkungan hidup, 

maka diperlukan kebijakan pembangunan untuk mendorong 

aktivitas-aktivitas pembangunan yang ramah lingkungan, 

mengembangkan dan memperkuat ekonomi hijau, dan sirkular 

ekonomi. Sedangkan untuk antisipasi perubahan iklim dan 

bencana, maka perlu memperkuat aspek kelembagaan untuk 

menciptakan kemampuan adaptasi petani dan meningkatkan 

resiliensi mereka dalam menghadapi perubahan iklim yang di luar 

kendali manusia. 

Melalui kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan 

dapat mendukung peningkatan ketahanan pangan yang sehat,  

lingkungan yang sehat, dan dapat meningkatkan produktivitas 

sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya 

manusia.  Optimalisasi kelembagaan petani akan dapat menjadi 

sarana peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani dalam 

mengantisipasi perubahan iklim sehingga mereka menjadi lebih 

tangguh dan siap untuk terus produktif.  
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 

 

 
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik. Secara teoritis, prinsip dasar dari negara kesatuan ialah 

Pemerintah Pusat (central government) merupakan pemegang 

kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara tanpa adanya 

suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah 

Daerah (local government). Dalam negara kesatuan terdapat asas 

bahwa urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan 

negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan 

(Huda, 2014, p. 7). Indonesia selain menganut sistem negara 

kesatuan juga mengadopsi sistem desentralisasi. Hal ini dapat 

dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota 

itu mempunyai pemerintahan daerah,  yang diatur dengan 

undang-undang. 

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara 

pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota 
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dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman 

daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945. Hubungan wewenang tersebut berupa hubungan 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras 

berdasarkan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 

18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.  Oleh karena itu, penyusunan 

rancangan peraturan daerah perlu memperhatikan ketentuan 

dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya mengenai prinsip negara 

kesatuan dalam pemerintahan daerah, pembagian urusan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

 

A. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Lain dalam 

Penyususnan RPJPD Kabupaten banyumas Tahun 2025-2045 

Dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 

2025-2045, tentunya tidak bisa terlepas dari Peraturan 

perundangan yang lain yang mendukung dan bersinggungan 

langsung dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan dan indikator kinerja yang multi dimensi dan multi 

sektoral baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah. 

 



99 
 

B. Pokok-Pokok Pikiran dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Terkait 

1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan 

Daerah   

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Di dalam 

bagian konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 

Pemerintahan Daerah) dinyatakan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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Selain itu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat 

dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman 

daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam 

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 

 Sementara itu, Konsep desentralisasi dalam bentuk otonomi 

daerah adalah pengejawantahan dari Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 

Dasar jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan 

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Alur 

pemahaman tersebut yang digunakan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 

tentang Pemerintahan Daerah). 

UU tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya bertujuan 

untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan 

masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun 

melalui peningkatan daya saing daerah. Selain itu, pembentukan 

UU tentang Pemerintahan Daerah juga bertujuan untuk memacu 

sinergi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dengan pemerintah pusat. 

Beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemerintahan 

Daerah mengalami perubahan yang diatur dalam Pasal 176 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 

16 UU tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai 

kewenangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan konkuren. Terdapat perubahan pengaturan yaitu 

penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan itu mengacu atau 

mengadopsi praktik yang baik (good practices). Pemerintah Pusat 

dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria tersebut kepada kepala daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Ketentuan Pasal 250 UU tentang Pemerintahan Daerah pun 

mengalami perubahan pengaturan yaitu Perda dan Perkada 

dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan 

perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan 
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perundangundangan, dan putusan pengadilan. Aturan semula 

yaitu hanya dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, 

dan/atau kesusilaan. Pasal 252 UU tentang Pemerintahan Daerah 

mengalami perubahan yaitu pemberian sanksi administratif bagi 

penyelenggara pemda provinsi atau kabupaten/kota yang masih 

memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 

250 tersebut, tadinya sanksi diberikan jika memberlakukan perda 

yang dibatalkan oleh Menteri atau gubernur. 

2. Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan 

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, 

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 

permerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan 

masyarakat (UU No. 25 Tahun 2004, n.d.) Sistem perencanaan 

pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) 

pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:   

a. Pendekatan politik. Pendekatan ini dikarenakan rakyat 

dipandang memilih Kepala Daerah berdasarkan program-

program pembangunan yang ditawarkan masing-masing 
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calon kepala daerah. Dengan demikian, perencanaan 

pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda 

pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat 

kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka 

menengah daerah.  

b. Pendekatan teknokratik. Bahwa perencanaan 

dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka 

berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara 

fungsional bertugas untuk itu. 

c. Pendekatan partisipatif. Bahwa perencanaan dilaksanakan 

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka 

adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa 

saling memiliki.  

d. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas 

(bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang 

pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-

atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan 

baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan dan desa/kelurahan. 

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan 

yakni: 

a. penyusunan rencana; 
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b. penetapan rencana; 

c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan 

d. pelaksanaan rencana. 

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan 

sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan 

yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk 

menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk 

ditetapkan yang terdiri 5 (lima) langkah. Langkah pertama adalah 

penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat 

teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Kedua, masing-masing 

instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan 

berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah 

disiapkan. Ketiga, melibatkan masyarakat (stakeholders) dan 

menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-

masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan. Keempat, penyusunan rancangan akhir rencana 

pembangunan. Kelima, penetapan rencana menjadi produk hukum 

sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. 

3. Peraturan Perundang-Undangan tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  

Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ini 

mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara 
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pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) 

pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 

2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja 

daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan 

daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. 

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara 

lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah 

untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui 

restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan 

daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan 

harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui 

rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 

(tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan 

Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan 

untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan 

antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah 

dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan 

disiplin.  

Penguatan tata kelola hubungan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak dapat berdiri 
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sendiri untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan 

bernegara. Kebijakan fiskal terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, 

dan stabilisasi sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal di Daerah 

harus sinergis dengan kebijakan fiskal di Pemerintah Pusat dalam 

rangka mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan fiskal dalam 

mencapai tujuan bernegara. 

Sinergi kebijakan fiskal nasional, yang dilakukan antara lain 

melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, 

penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang 

Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan 

akun standar. Sinergi kebijakan fiskal nasional tersebut didukung 

oleh sistem informasi yang dapat mengonsolidasikan laporan 

keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan 

akun standar yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, menyajikan informasi Keuangan Daerah 

secara nasional, serta menghasilkan kebijakan yang didasarkan 

pada pemantauan dan evaluasi atas Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang terukur dan 

terstruktur. Dengan kebijakan baru dalam aspek hubungan 

keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, 

diharapkan pemerintahan daerah mandiri dan mampu mengelola 

fiskalnya secara baik sehingga perkonomian daerah meningkat 

dan Kabupaten Banyumas menjadi lebih baik. 
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4. Peraturan Perundang-Undangan tentang Penataan Ruang 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang ini menyebutkan bahwa pembagian wewenang antara 

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk 

memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing 

tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional 

yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pengaturan 

penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan 

perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang 

sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang. Pembinaan 

penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan 

kinerja penyelenggaraan penataan ruang.  

Pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 

ruang pada semua tingkat pemerintahan; pengawasan penataan 

ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, 

pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk 

pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan 

minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat 

dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin 

keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap 
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proses penyelenggaraan penataan ruang. Penyelesaian sengketa, 

baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan 

lain secara bermartabat; penyidikan, yang mengatur tentang 

penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme 

tindakan yang dilakukan; ketentuan sanksi administratif dan 

sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam 

penyelenggaraan penataan ruang. Ketentuan peralihan yang 

mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan 

rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 

(tiga) tahun untuk penyesuaian. 

Kabupaten Banyumas sebagai kota pendidikan dan 

perekonomian, perlu dibangun secara berkelanjutan. Dengan 

demikian, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan 

suatu keniscayaan. RTH  adalah area memanjang/ jalur dan/atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun 

yang sengaja ditanam. RTH terdiri dari RTH publik dan RTH 

privat. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% (tiga 

puluh persen) dari luas wilayah kota dengan komposisi RTH 

publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat 

paling sedikit 10% (sepuluh persen). Distribusi RTH publik sesuai 

dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan 

memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.   
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RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota 

digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.  RTH 

publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, 

dan jalur hijau sepanjang jalan dan sungai. RTH privat, antara 

lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik 

masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Untuk lebih 

meningkatkan fungsi dan proporsi RTH di kota, pemerintah, 

masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di 

atas bangunan gedung miliknya. 

Berdasarkan UU Penataan Ruang, pemerintah 

mencanangkan pembangunan dilaksanakan secara terencana, 

komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan 

dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan 

yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan 

hidup. Oleh karena itu, diperlukan suatu model kelembagaan yang 

melibatkan swasta untuk dapat berperan menyediakan 

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau 

menengah yang pendapatannya tidak mencukupi untuk 

mengakses rumah di harga pasaran. 

 Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang maka muncullah Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
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Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009-2029; kemudian untuk peraturan daerah 

kabupaten Banyumas diantaranya adalah Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana 

Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto  Tahun 2019-

2039; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2023 Tentang  

Rencana Detail Tata Ruang  Kawasan Perkotaan Banyumas Tahun 

2023–2043; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sokaraja 

Tahun 2023-2043. 

5. Peraturan Perundang-Undangan tentang Standar Pelayanan 

Minimal 

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa 

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan 

Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Seiring 

dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di 

samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis 
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globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan 

strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan 

keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan 

penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM). 

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan 

Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan 

mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan 

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga 

negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah 

pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga 

negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal 

merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan 

Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah 

Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: 

a. Pendidikan 

b. Kesehatan 

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
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d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 

e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarkat, dan 

f. Sosial 

6. Peraturan Perundang-Undangan tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal, muncullah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 

Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

sesuai dengan dinamika kebutuhan dalam masyarakat maka  

penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut perlu diganti; 

maka keluarlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal. 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa jenis 

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk 

daerah kabupaten/kota ada 29 jenis, antara lain adalah:  

a. pendidikan anak usia dini;  

b. pendidikan dasar;  

c. pendidikan kesetaraan;  
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d. pelayanan kesehatan ibu hamil;  

e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;  

f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;  

g. pelayanan kesehatan balita;  

h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;  

i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;  

j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;  

k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;  

l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;  

m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;  

n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;  

o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus 

yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human 

immunodeficiency virus);  

p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;  

q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;  

r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi 

korban bencana daerah kabupaten/kota;  

s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi 

masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota;  

t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;  

u. pelayanan informasi rawan bencana;  
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v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana;  

w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;  

x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;  

y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di 

luar panti;  

z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;  

aa.  rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; 

bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya  

gelandangan dan pengemis di luar panti; dan  

cc.  perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah 

tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah 

kabupaten/kota. 

C. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Harmonisasi peraturan perundangan-undangan disajikan 

dalam Tabel 3. 

Tabel 3. 

Harmonisasi peraturan perundangan-undangan 

No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

1 Undang -Undang 

Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem 

Perencanaan 

Pasal 1 

angka 4 

Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang, yang selanjutnya disingkat 

RPJP, adalah dokumen perencanaan 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun 



115 
 

No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

Pembangunan 

Nasional 

Pasal 5 

ayat (1) 

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan 

arah pembangunan Daerah 

yang mengacu pada RPJP Nasional 

Pasal 9 

ayat (1) 

Penyusunan RPJP dilakukan melalui 

urutan: 

a. penyiapan rancangan awal 

rencana pembangunan; 

b. musyawarah perencanaan 

pembangunan; dan 

c. penyusunan rancangan akhir 

rencana pembangunan. 

Pasal 10 

ayat (2) 

Kepala Bappeda menyiapkan 

rancangan RPJP Daerah.  

Pasal 10 

ayat (3) 

RPJP Daerah sebagaimana 

dimaksud pada pasl 10 ayat (2) 

menjadi bahan utama bagi 

Musrenbang 

Pasal 11 

ayat (4) 

Musrenbang Jangka Panjang Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) 

tahun sebelum berakhirnya periode 

RPJP yang sedang berjalan 

Pasal 12 

ayat (2) 

Kepala Bappeda menyusun 

rancangan akhir RPJP Daerah 

berdasarkan hasil Musrenbang 

Jangka Panjang Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (4) 

Pasal 13 

ayat (2) 

RPJP Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah  
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

Pasal 27 

ayat (2) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara penyusunan RPJP Daerah, 

RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, 

Renja-SKPD dan pelaksanaan 

Musrenbang Daerah diatur dengan 

Peraturan Daerah 

2 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, 

kemudian telah 

diubah terakhir 

dengan Undang-

Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Pasal 1 

angka 27 

Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 

20 (dua puluh) tahun. 

Pasal 260 

ayat (1) 

Daerah sesuai dengan 

kewenangannya menyusun rencana 

pembangunan Daerah sebagai satu 

kesatuan dalam _ystem perencanaan 

pembangunan nasional. 

Pasal 261 

ayat (1) 

Perencanaan pembangunan Daerah 

menggunakan pendekatan 

teknokratik, partisipatif, politis, serta 

atas-bawah dan bawah-atas. 

Pasal 263 

ayat (1) 

Dokumen perencanaan 

pembangunan Daerah terdiri atas: a. 

RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. 

Pasal 263 

ayat (2) 

RPJPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan 

penjabaran dari visi, misi, arah 

kebijakan, dan sasaran pokok 

pembangunan Daerah jangka 

panjang untuk 20 (dua puluh) tahun 

yang disusun dengan berpedoman 

pada RPJPN dan rencana tata ruang 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

wilayah. 

Pasal 264 

ayat (3) 

Perda tentang RPJPD ditetapkan 

paling lama 6 (enam) bulan setelah 

RPJPD periode sebelumnya berakhir. 

Pasal 264 

ayat (5) 

RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dapat diubah apabila 

berdasarkan hasil pengendalian dan 

evaluasi tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan atau 

penyesuaian terhadap kebijakan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat. 

Pasal 265 

ayat (1) 

RPJPD menjadi pedoman dalam 

perumusan visi, misi, dan program 

calon kepala daerah. 

Pasal 266 

ayat (1) 

Apabila penyelenggara Pemerintahan 

Daerah tidak menetapkan Perda 

tentang RPJPD dan RPJMD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

264 ayat (3) dan ayat (4), anggota 

DPRD dan kepala daerah dikenai 

sanksi administratif berupa tidak 

dibayarkan hak-hak keuangan yang 

diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan selama 3 (tiga) 

bulan. 



118 
 

No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

  Pasal 267 

ayat (2) 

Rancangan Perda Kabupaten/Kota 

tentang RPJPD dan RPJMD yang 

telah disetujui bersama oleh 

bupati/wali kota dan DPRD 

Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan 

oleh bupati/wali kota paling lama 3 

(tiga) Hari terhitung sejak 

persetujuan bersama disampaikan 

kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. 

Pasal 270 

ayat (1) 

Evaluasi terhadap rancangan Perda 

Kabupaten/Kota tentang RPJPD 

yang dilakukan oleh gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

267 ayat (2) dilaksanakan untuk 

menguji kesesuaian dengan RPJPN, 

RPJPD provinsi dan rencana tata 

ruang wilayah kabupaten/kota, 

kepentingan umum dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

Pasal 277 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pembangunan Daerah, tata 

cara evaluasi rancangan Perda 

tentang RPJPD dan RPJMD, serta 

tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, 

dan RKPD diatur dengan peraturan 

Menteri. 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

3 Peraturan pemerintah 

(PP) Nomor 8 Tahun 

2008 tentang 

Tahapan tata Cara 

Penyusunan 

Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana 

Pembangunan Daerah 

Pasal 1 

angka 4 

Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 

20 (dua puluh) tahun. 

Pasal 2 (1) Perencanaan pembangunan 

daerah merupakan satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan 

pembangunan nasional. 

(2) Perencanaan pembangunan 

daerah dilakukan pemerintah 

daerah bersama para pemangku 

kepentingan berdasarkan peran 

dan kewenangan masing-masing. 

(3) Perencanaan pembangunan 

daerah mengintegrasikan rencana 

tata ruang dengan rencana 

pembangunan daerah. 

(4) Perencanaan pembangunan 

daerah dilaksanakan 

berdasarkan kondisi dan potensi 

yang dimiliki masingmasing 

daerah, sesuai dinamika 

perkembangan daerah dan 

nasional. 

Pasal 3 Perencanaan pembangunan daerah 

dirumuskan secara transparan, 

responsif, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan dan 

berkelanjutan. 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

  Pasal 4  (1) Rencana pembangunan daerah 

meliputi: a. RPJPD; b. RPJMD; 

dan c. RKPD. 

(2) Rencana Pembangunan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), disusun dengan tahapan:  

a. penyusunan rancangan awal;  

b. pelaksanaan Musrenbang;  

c. perumusan rancangan akhir; 

dan  

d. penetapan rencana. 

Pasal 5  (1) Bappeda menyusun rancangan 

awal RPJPD.  

(2) RPJPD provinsi memuat visi, misi 

dan arah pembangunan daerah 

dengan mengacu pada RPJP 

Nasional.  

(3) RPJPD kabupaten/kota memuat 

visi, misi dan arah pembangunan 

daerah dengan mengacu pada 

RPJP Nasional dan RPJPD 

provinsi. 

(4) Dalam menyusun rancangan 

awal RPJPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bappeda 

meminta masukan dari SKPD dan 

pemangku kepentingan. 

Pasal 6 

ayat (1) 

Musrenbang dilaksanakan untuk 

membahas rancangan awal RPJPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

5 ayat (4). 

Pasal 7 (1) Rancangan akhir RPJPD 

dirumuskan berdasarkan hasil 

Musrenbang.  

(2) Rancangan akhir RPJPD 

dirumuskan paling lama 1 (satu) 

tahun sebelum berakhirnya 

RPJPD yang sedang berjalan.   

(3) Rancangan akhir RPJPD 

disampaikan ke DPRD dalam 

bentuk Rancangan Peraturan 

Daerah tentang RPJPD paling 

lama 6 (enam) bulan sebelum 

berakhirnya RPJPD yang sedang 

berjalan. 

Pasal 8 (1) DPRD bersama kepala daerah 

membahas Rancangan Peraturan 

Daerah tentang RPJPD.  

(2) RPJPD ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah setelah 

berkonsultasi dengan Menteri. 

Pasal 9 

ayat (2) 

Bupati/walikota menyampaikan 

Peraturan Daerah tentang RPJPD 

Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) 

bulan kepada gubernur dengan 

tembusan kepada Menteri. 

Pasal 10 

ayat (2) 

Bupati/walikota menyebarluaskan 

Peraturan Daerah tentang RPJPD 

Kabupaten/Kota kepada 

masyarakat. 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

Pasal 38 (1) Rancangan kebijakan 

pembangunan daerah yang telah 

disusun dibahas dalam forum 

konsultasi publik. 

(2) Rancangan kebijakan 

pembangunan daerah yang telah 

disusun dibahas dalam forum 

konsultasi publik. (2) Forum 

konsultasi publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diikuti 

oleh masyarakat dan para 

pemangku kepentingan.  

(3) Rancangan kebijakan 

pembangunan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: a. RPJPD; b. RPJMD; 

dan c. RKPD. 

4 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara 

Perencanaan, 

Pengendalian dan 

Evaluasi 

Pembangunan 

Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah 

tentang Rencana 

Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan 

Pasal 1 

angka 25 

Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 

20 (dua puluh) tahun. 

Pasal 2 Ruang lingkup meliputi   

a. tata cara perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

pembangunan Daerah;  

b. tata cara evaluasi rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJPD 

dan RPJMD  

b. tata cara perubahan RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, 

serta Tata Cara 

Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, 

Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah 

Pasal 4 Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya menyusun rencana 

pembangunan Daerah dengan 

prinsip- prinsip, meliputi: 

a. merupakan satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan 

pembangunan nasional;  

b. dilakukan pemerintah Daerah 

bersama para pemangku 

kepentingan berdasarkan peran 

dan kewenangan masing-

masing;   

c. mengintegrasikan rencana tata 

ruang dengan rencana 

pembangunan Daerah;   

b. dilaksanakan berdasarkan 

kondisi dan potensi yang 

dimiliki masing-masing Daerah, 

sesuai dengan dinamika 

perkembangan Daerah dan 

nasional 

Pasal 5 Rencana pembangunan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 dirumuskan secara:  

a. transparan;  

b. responsif;  

c. efisien;  

d. efektif;  

e. akuntabel;  

f. partisipatif;  

g. terukur;  
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

h. berkeadilan;  

i. berwawasan lingkungan; dan  

j. berkelanjutan. 

 Pasal 7 Perencanaan pembangunan Daerah 

yang berorientasi pada proses 

menggunakan pendekatan:  

a. teknokratik;  

b. partisipatif;  

c. politis; dan  

d. atas-bawah dan bawah-atas. 

Pasal 11 (1) Perencanaan pembangunan 

Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan 

Pasal 9 dilakukan terhadap 

rencana pembangunan 

Daerah dan rencana 

Perangkat Daerah.  

(2) Rencana pembangunan 

Daerah sebagaimana 

dimaksud padaayat (1), 

terdiriatas:  

a. RPJPD;  

b. RPJMD; dan 

c.RKPD.  

(3) Rencana Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdiri atas:  

a. Renstra Perangkat Daerah;  

b. Renja Perangkat Daerah. 

  Pasal 12 

ayat (1) 

RPJPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

merupakan penjabaran dari visi, 

misi, arah kebijakan, dan sasaran 

pokok pembangunan Daerah jangka 

panjang untuk 20 (dua puluh) tahun 

yang disusun dengan berpedoman 

pada RPJPN dan RTRW.  

Pasal 14 (1) BAPPEDA menyusun RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD.  

(2) Dalam rangka penyusunan 

RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), BAPPEDA melakukan 

koordinasi, sinergi dan 

harmonisasi dengan 

Perangkat Daerah dan 

pemangku kepentingan.  

(3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, 

dan RKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), 

dilakukan berbasis pada e-

planning.  

(4) Penerapan e-planning diatur 

dalam Peraturan Menteri. 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

  Pasal 17 Persiapan penyusunan RPJPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 ayat (1) huruf a, meliputi:   

a. penyusunan rancangan 

keputusan Kepala Daerah 

tentang pembentukan tim 

penyusun RPJPD;  

b. orientasi mengenai RPJPD;  

c. penyusunan agenda kerja tim 

penyusun RPJPD; dan  

d. penyiapan data dan informasi 

perencanaan pembangunan 

Daerah berdasarkan SIPD. 

Pasal 18 (1) Penyusunan rancangan awal 

RPJPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, 

dilaksanakan paling lambat 1 

(satu) tahun sebelum RPJPD 

periode sebelumnya berakhir. 

(2) Kurun waktu RPJPD sesuai 

dengan kurun waktu RPJPN. 

Pasal 19 (1) Penyusunan rancangan awal 

RPJPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1), 

mencakup:  

a. analisis gambaran umum 

kondisi Daerah; b. analisis 

permasalahan pembangunan 

Daerah;  

b. penelaahan dokumen rencana 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

pembangunan lainnya;  

c. analisis isu strategis 

pembangunan jangka 

panjang;  

d. perumusan visi dan misi 

Daerah;  

e. perumusan arah kebijakan 

dan sasaran pokok Daerah; 

dan 

f. KLHS. 

(2) Penyusunan rancangan awal 

RPJPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan sesuai 

dengan kaidah dalam perumusan 

kebijakan pembangunan jangka 

panjang. 

  Pasal 21 (1) Rancangan awal RPJPD 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20, dibahas tim penyusun 

bersama dengan Perangkat 

Daerah untuk memperoleh 

masukan dan saran sesuai 

dengan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah.  

(2) Pembahasan bersama Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan 

paling lambat pada akhir bulan 

kedua sejak rancangan awal 

disusun. 

(3) Masukan dan saran 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dirumuskan dalam 

berita acara kesepakatan dan 

ditandatangani oleh kepala 

BAPPEDA dan kepala Perangkat 

Daerah.  

(4) Rancangan awal RPJPD 

disempurnakan sesuai dengan 

berita acara kesepakatan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat  

  Pasal 22 (1) Rancangan awal RPJPD 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (4), dibahas 

dengan para pemangku 

kepentingan melalui forum 

konsultasi publik.  

(2) Forum konsultasi publik 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilaksanakan paling 

lambat bulan keempat setelah 

rancangan awal disusun.  

(3) Forum konsultasi publik 

bertujuan untuk memperoleh 

masukan penyempurnaan 

rancangan awal RPJPD.  

(4) Hasil konsultasi publik 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dirumuskan dalam 

berita acara kesepakatan yang 

ditandatangani oleh setiap unsur 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

yang mewakili pemangku 

kepentingan. 

(5) Rancangan awal RPJPD 

disempurnakan sesuai dengan 

berita acara kesepakatan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4). 

  Pasal 23 (1) Bupati / wali kota mengajukan 

rancangan awal RPJPD 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (5) kepada Menteri 

dan/atau gubernur untuk 

dikonsultasikan.  

(2) Konsultasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan paling lambat 

pada bulan keenam sejak 

rancangan awal disusun. 

Pasal 25 (1) Bupati/wali kota 

mengkonsultasikan rancangan 

awal RPJPD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 kepada gubernur.  

(2) Konsultasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan untuk memperoleh 

masukan terhadap rancangan 

awal RPJPD kabupaten/kota. 

(3) Masukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dalam 

bentuk surat kepala BAPPEDA 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

provinsi. 

5 Peraturan daerah 

Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2017 tentang 

Sistem Perencanaan 

Pembangunan dan 

Penganggaran 

Terpadu  

Pasal 1 

angka 31 

Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 

20 (dua puluh) tahun 

Pasal 9 

ayat (1) 

RPJPD memuat Visi, Misi, sasaran, 

arah Pembangunan Daerah dan 

sasaran pokok yang berpedoman 

pada pada RPJPN dan RTRW 

Daerah. 

Pasal 10 RPJPD disusun dengan tahapan 

sebagai berikut: a. penyusunan 

rancangan awal RPJPD; b. 

pelaksanaan Musrenbang RPJPD; c. 

perumusan rancangan akhir RPJPD; 

dan d. penetapan RPJPD. 

Pasal 11 Rancangan awal RPJPD disusun:  

a. berpedoman pada RPJPN dan 

RTRWDaerah; dan b. 

memperhatikan RPJPD dan RTRW 

Provinsi lain yang berbatasan 

langsung 

Pasal 12 

ayat (1) 

Arah Kebijakan RPJPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 

memuat prioritas pembangunan 

yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahunan. 

Pasal 13 (1) Rancangan awal RPJPD yang 

disusun sebagaimana dimaksud 
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No 
Peraturan Perundang-

Undangan 
Pasal Isi Pasal 

dalam Pasal 11, dikoordinasikan 

oleh kepala Bappeda dengan para 

kepala Perangkat Daerah lain 

untuk memperoleh masukan dan 

dikonsultasikan dengan publik.  

(2) Konsultasi publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan melalui forum 

dengar pendapat dan penjaringan 

aspirasi dari Pemangku 

Kepentingan pembangunan untuk 

memperoleh masukan 

penyempurnaan rancangan awal 

RPJPD. 

(3) Pelaksanaan forum dengar 

pendapat dan penjaringan 

aspirasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilaksanakan oleh 

Bappeda dan diikuti oleh anggota 

DPRD serta Pemangku 

Kepentingan pembangunan.  

(4) Bappeda mengajukan rancangan 

awal RPJPD yang telah 

disempurnakan berdasarkan hasil 

konsultasi publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), kepada 

Gubernur dalam rangka 

memperoleh masukan dan 

persetujuan untuk dibahas dalam 

Musrenbang RPJPD. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah 

merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya 

yang dimiliki, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan mempertimbangkan dinamika globalisasi. Pembangunan 

tersebut merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

berbasis pada Pancasila sebagai dasar negara. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak 

untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan 

kehidupannya. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta 

ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi 

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  
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Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin 

pemenuhan hak setiap warga negara, melalui berbagai program 

pembangunan yang mampu mengakomodir semua aspirasi 

masyarakat untuk dapat hidup layak dan sejahtera.    

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan kesejahteraan  

masyarakat, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah yang 

mampu dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan 

dan berkelanjutan. Melalui kebijakan otonomi daerah, Pemerintah 

Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  Dengan demikian,  Pemerintah Daerah penting untuk 

mengenali, menggali, dan memanfaatkan seluruh potensi daerah 

yang dimilikinya untuk dapat memberikan kemanfaatan yang 

sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat 

melalui terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu 

pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan adanya pemerataan 

distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip 

dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 

Goals/SDGs) yaitu no one left behind. Pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas juga berarti terjadinya peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto per kapita dari waktu ke waktu dengan tetap 
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memperhatikan kualitas lingkungan sehingga akan mampu 

menjamin aspek keberlanjutan pembangunan. 

Berdasarkan Uraian di atas, Pembangunan Daerah  

diharapkan relevan dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk 

mendukung tercapainya SDGs. Oleh karena itu, maka 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan berbagai 

potensi daerah dan aspirasi masyarakat di daerah menjadi kunci 

efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah 

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap 

memperhatikan aspek keberlanjutannya sehingga manfaat 

pembangunan dapat dinikmati dalam jangka panjang. 

 

B. Landasan Sosiologis  

Pembangunan adalah aktivitas terencana dan sistematis 

untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. 

Pembangunan bagi suatu bangsa dengan demikian menjadi 

penting karena menjadi instrumen untuk memberikan 

kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari 

didirikannya negara.  

Pembangunan dengan demikian harus didesain secara 

cermat, dan teliti, berbasis bukti, dan perspektif masa depan. 

Pembangunan tidak boleh dirancang hanya berdasar pada asumsi 

dan opini. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang baik 
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harus berbasis rasional dan demokratis. Perencanaan yang baik 

harus didasarkan pada pelajaran-pelajaran pembangunan 

sebelumnya, dan berdasarkan bukti atau data yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Perencanaan pembangunan suatu daerah juga harus 

disusun secara demokratis, melibatkan sebanyak mungkin 

stakeholder yang ada. Harapan dari melibatkan sebanyak mungkin 

stakeholder dalam penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan adalah:  

Pertama, mendapatkan aspirasi, input, masukan, dan saran 

dari banyak pihak tentang pembangunan ideal di wilayah ideal 

menurut berbagai perspektif. Hal ini menjadi penting, sebab 

pembangunan adalah milik semua warga, sehingga pembangunan 

sejauh mungkin diarahkan pada upaya memenuhi kepentingan 

setiap warga. Kekayaan perspektif pembangunan wilayah dapat 

menjadi bahan berharga dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan.  

Kedua, mendapatkan dukungan dari warga. Dokumen 

perencanaan pembangunan, apalagi yang jangkauannya jauh dan 

luas seperti RPJPD, penting untuk mendapatkan dukungan dari 

berbagai pihak. Dukungan dari berbagai pihak bukan hanya pada 

saat perencanaan, tetapi juga pada fase pelaksanaan dan evaluasi. 

Dukungan dari berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan 
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diharapkan, dapat menstimulasi peran yang lebih aktif dari 

masyarakat dalam mendukung implementasi pembangunan. 

Warga sedari awal mengetahui grand desain pembangunan 

daerah, sehingga dapat menempatkan diri dalam proses 

implementasi pembangunan, baik jangka pendek, menengah, 

maupun panjang.  

RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045 telah berusaha 

sejauh mungkin menjangkau banyak stakeholder, melalui berbagai 

aktivitas yang dilaksanakan, yaitu: Serap Aspirasi, merupakan 

forum mendapatkan aspirasi dari pelajar, mahasiswa, pedagang, 

dan khalayak umum.  

1. Kick off, merupakan sosialisasi awal dimulainya penyusunan 

RPJPD yang dihadiri oleh Ketua DPRD, Sekda, Kepala Bappeda 

Provinsi Jateng, dan seluruh Kepala OPD Kabupaten 

Banyumas. 

2. FGD Tematik, merupakan FGD yang dilakukan sesuai dengan 

tema-tema khusus yang relevan dengan RPJPD (demografi, 

kemiskinan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, 

ekonomi sirkuler, ekonomi inklusi dan berkelanjutan, riset dan 

pengembangan daerah). FGD ini dihadiri oleh publik dari 

berbagai latar belakang. 

3. FGD Visi dan Misi RPJPD, merupakan FGD yang dilakukan 

untuk mendiskusikan Visi dan Misi RPJPD yang ideal. FGD ini 
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dihadiri oleh berbagai kalangan (akademisi, pelaku ekonomi 

kreatif). 

4. Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD, merupakan forum 

yang mendiskusikan rancangan awal RPJPD yang telah 

disusun, guna mendapatkan masukan, dan saran dari publik 

terhadap rancangan awal RPJPD 2025-2045. 

Berbagai pihak yang diundang dalam forum-forum tersebut 

telah memberikan masukan yang berharga untuk penyempurnaan 

naskah RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045.  

RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045 yang telah 

melibatkan berbagai pihak seharusnya akan mendapatkan 

dukungan dari publik karena RPJPD juga merupakan dokumen 

yang memuat cita-cita dan harapan pembangunan jangka panjang 

daerah di Kabupaten Banyumas. Perencanaan pembangunan yang 

holistik dan menjanjikan kesejahteraan tentu akan mendapatkan 

dukungan penuh dari publik. 

 
C. Landasan Yuridis 

Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah yang 

diundangkan pada Pada tanggal 8 Agustus 1950. Dasar 

pertimbangan dari pembentukan daerah-daerah kabupaten adalah 
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agar berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Sementara itu, otonomi daerah yang berlaku pada saat 

Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 dibentuk masih berdasarkan 

pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. Konsep otonomi daerah 

berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tersebut sudah 

berbeda dan banyak yang tidak sejalan dengan konsep otonomi 

daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Konsep yang 

berbeda tersebut antara lain mengenai urusan rumah tangga dan 

kewajiban-kewajiban lain yang dimaksud dalam Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1948. 

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan 

maka dilaksanakan pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah merupakan implementasi dari otonomi daerah. Peraturan 

pemerintah tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

https://peraturan.go.id/id/pp-no-8-tahun-2008
https://peraturan.go.id/id/pp-no-8-tahun-2008
https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-86-tahun-2017
https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-86-tahun-2017
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

Teknik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2025-2045 berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sudah tidak sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 

Begitu juga dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi 

pedoman saat ini. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian 

teknik peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan peraturan perundang-

undangan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut di 

atas, maka rancangan peraturan daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Banyumas Tahun 2025-2045 perlu segera disusun dan ditetapkan 

dalam bentuk peraturan daerah RPJPD Kabupaten Banyumas 

https://peraturan.go.id/id/pp-no-8-tahun-2008
https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-86-tahun-2017
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Tahun 2025-2045. Dengan pertimbangan bahwa produk 

perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan 

pembangunan dua puluh tahun mendatang, sehingga tujuan 

pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas dapat tercapai. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

 

A.  Jangkauan 

Jangkauan yang diatur dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2025-2045 

ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk 

dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Kabupaten Banyumas 

dengan memperhatikan karateristik, potensi daerah, budaya, dan 

nilai-nilai filosofis masyarakat Kabupaten Banyumas untuk 

mendorong pembangunan Kabupaten Banyumas dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas. 

 
B.  Arah Pengaturan 

Arah pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Banyumas 2025-2045 adalah mengenai 

cakupan wilayah dan karakteristik Kabupaten Banyumas. 

 
C.  Ruang Lingkup Materi Muatan 

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Banyumas 2025-2045 
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1. Ketentuan Umum 

Ketentuan umum yang dimaksud dalam naskah akademik 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Banyumas 2025-2045 ini antara lain:  

a. Kabupaten Banyumas adalah kabupaten yang ada di 

wilayah Propinsi Jawa Tengah 

b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom; 

d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

e. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
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bidang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan 

pengembangan; 

f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD 2025-2045 

adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 

untuk periode dua puluh tahun terhitung sejak Tahun 

2025 sampai dengan Tahun 2045. 

g. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan 

kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan 

kebijakan, berdaya saing, maupun peninhkatan indeks 

pembangunan manusia; 

h. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan 

berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 

tertentu; 

i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 
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j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 

k. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

l. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun; 

m. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang 

memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka 

regulasi dan kerangka anggaran; 

n. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 

RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari 

wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi 

penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur 

ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah 

Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, 

arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan 
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ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

Kabupaten; 

o. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya 

disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, 

menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa 

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar 

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program; 

p. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan; 

q. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

 

2. Materi yang Akan Diatur  

Materi yang diatur dalam peraturan daerah ini dipisahkan 

menjadi dua. Pertama, materi dalam batang tubuh Peraturan 

Daerah dan kedua, materi dalam dokumen. Materi yang akan 

diatur dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang RPJPD 

Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 antara lain:  

BAB I. KETENTUAN UMUM  

Bab ini berisi rumusan akademik mengenai pengertian istilah 

dan Frasa yang digunakan dalam Peraturan Daerah tentang 

RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045.  
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BAB II. RUANG LINGKUP RPJPD TAHUN 2025-2045 

Bab ini berisi ruang lingkup rencana 20 tahun (2025-2045) 

yang menggambarkan kaitan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan 

Sasaran pembangunan jangka panjang, serta kaitannya 

dengan RPJMD. 

BAB III.  SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2025-2045 

Bab ini berisi sistematika penyusunan RPJDP Tahun 2025-

2045 yang sesuai dengan dokumen RPJPD yang dimaksud 

serta menjelaskan kedudukan RPJPD tersebut dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, 

dan pelayanan publik. 

BAB IV. PENGENDALIAN DAN EVALUASI  

Bab ini memuat penjelasan mengenai pelaksanaan 

pengendalian dan evaluasi serta dasar dan pedoman dalam 

melakukan pengendalian dan evaluasi tersebut.  

BAB V.  KETENTUAN PENUTUP  

Bab ini menjelaskan tentang waktu berlakunya Peraturan 

Daerah tentang RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-

2045.  

Sedangkan materi dalam dokumen adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN  
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Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, 

hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta 

sistematika penulisan RPJPD.  

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

Bab ini menguraikan kondisi eksisting pembangunan daerah 

dengan pendekatan 4 aspek pembangunan, yaitu aspek 

geografi, aspek demografi, aspek daya saing, dan aspek 

pelayanan umum. 

BAB III.  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 

Bab ini menyajikan analisis untuk menjelaskan 

permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi 

dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) 

tahun mendatang. 

BAB IV.  VISI DAN MISI DAERAH  

Bab ini menyajikan perumusan visi dan misi pembangunan 

daerah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJPD 

dengan uraian tentang apa dan bagaimana visi yang ingin 

diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan 

pembangunan jangka panjang daerah.  

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH  

Bab ini merinci arah kebijakan berupa tahapan 

pembangunan per lima tahun dalam rangka mewujudkan visi 

daerah.  
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BAB VI. PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan mengenai RPJPD Kabupaten 

Banyumas Tahun 2025-2045 dan berbagai hal yang 

dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan 

daerah Kabupaten Banyumas 20 (dua puluh) tahun ke depan.  

3. Ketentuan Peralihan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

merupakan dokumen rencana pembangunan yang merupakan 

kelanjutan dari RPJPD sebelumnya. Pada konteks Banyumas, 

RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045 merupakan kelanjutan 

dari RPJPD periode 2005-2025. RPJMD terakhir yang berjalan di 

Kabupaten Banyumas adalah RPJMD 2018-2023. Oleh karena itu 

pada masa transisi, rencana pembangunan dilakukan dan 

didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2024-2026.  

Setelah RPJPD Kabupaten Banyumas 2025-2045 disahkan, 

seluruh dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMD) yang berlaku 5 tahunan, yang disusun oleh bupati 

terpilih harus mendasarkan penyusunannya pada RPJPD 

Kabupaten Banyumas 2025-2045. Adapun RPJMD berikutnya 

adalah RPJMD 2025-2029 yang akan disusun oleh bupati yang 

terpilih pada Pemilu Kepala Daerah yang dilakukan di tahun 2024.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam penyusunan 

Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2025-2045, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Banyumas 2025-2045 merupakan 

kebijakan yang penting dan mendesak untuk segera 

dibentuk dan disahkan. 

2. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Banyumas 2025-2045 harus disusun 

secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah 

daerah harus membuka diri terhadap masukan dan saran 

berbagai pihak guna mendapatkan kebijakan yang rasional 

dan demokratis. 

B. Saran 

Naskah Akademik ini merekomendasikan: 

1. Segera membentuk dan mensahkan naskah rancangan 

peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2025-2045. 
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2. Implementasi kebijakan harus dilakukan secara konsisten 

dan melibatkan para pihak yang terkait guna mencapai 

suksesnya implementasi kebijakan. 
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